
BUPATITUBAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 15 TAHUN 2017 

TENTANG 

STANDARD OPERATING PROCEDURE 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, maka Standard Operating Procedure 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Kabupaten Tuban sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 perlu 

disesuaikan; 

Mengingat: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, agar pelaksanaan berjalan lancar dan 

tertib, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati 

tentang Standard Operating Procedure Pemungutan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten 

Tuban; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3987); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih· dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor · 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E 

Nomor 21); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2012 Seri B 

Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR.D OPERAffNG 

PROCEDURE PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN TUBAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban. 

3. Bupati adalah Bupati Tuban. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di 

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah 

bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 
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6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Tu.ban yang selanjutnya disingkat 

BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tu.ban. 

7. Standard Operating Procedure adalah tata cara atau 

tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk 

menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas 

bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

9. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan 

mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, 

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 

penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

10. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya 

disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 

melaporkan data subjek objek PBB-P2 sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 

11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke Kantor Kas Daerah atau ke tempat lain yang 

ditetapkan oleh Bupati; 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya 

disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 

memberitahukan besarnya PBB-P2 Perdesaan dan 

Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 
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13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnyajumlah pokok pajak yang terutang. 

14. Penelitian adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencocokkan data dan perhitungan pajak terutang pada 

SPOP dan/ atau SSPD sesua1 dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku setelah dilakukan 

pembayaran ke kas daerah kecuali pajak terutang nihil 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 2 

Standard Operating Procedure sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 angka 7 terdiri dari : 

1. Standard Operating Procedure pendaftaran obyek pajak baru 

dengan penelitian kantor. 

2. Standard Operating Procedure pendaftaran obyek pajak baru 

dengan penelitian lapangan. 

3. Standard Operating Procedure tata cara penerbitan surat 

himbauan pendaftaran obyek dan subyek PBB-P2. 

4. Standard Operating Procedure tata cara pelaksanaan 

penilaian individu obyek PBB-P2. 

5. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan Daftar 

Biaya Komponen Bangunan (DBKB). 

6. Standard Operating Procedure tata cara pembentukan dan 

penyempumaan Zona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Indek Rata-rata 

(NIR). 

7. Standard Operating Procedure tata cara pemeliharaan data 

obyek dan subyek PBB-P2. 

8. Standard Operating Procedure tata cara pembentukan basis 

data peta digital. 

9. Standard Operating Procedure tata cara pembentukan Bank 

Data Nilai Pasar Properti (BDNPP). 

10. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan peta 

Desa/Kelurahan oleh petugas penilai. 

11. Standard Operating Procedure tata cara pembentukan data 

awal obyek dan subyek PBB-P2. 

12. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan penundaan pengembalian SPOP. 
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13. Standard Operating Procedure tata cara penelitian 

pendahuluan dan penyusunan rencana kerja. 

14. Standard Operating Procedure tata cara verifikasi lapangan 

oleh penilai. 

15. Standard Operating Procedure tata cara pelaksanaan uji petik 

usulan klasifikasi bumi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP). 

16. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian mutasi 

seluruhnya obyek dan subyek PBB-P2. 

17. Standard Operating Procedure tata cara penerimaan SPOP 

PBB-P2. 

18. Standard Operating Procedure tata cara penerbitan teguran 

pengembalian SPOP PBB-P2. 

19. Standard Operating Procedure tata cara penerbitan SKPD 

PBB-P2. 

20. Standard Operating Procedure tata cara penelitian berupa 

SPPT /SSPD /DHKP /DHR. 

21. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan laporan 

penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak. 

22. Standard Operating Procedure tata cara pemantauan kegiatan 

penyampaian SPPr PBB-P2. 

23. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan laporan 

penerimaan PBB-P2 oleh kepala bidang pendapatan. 

24. Standard Operating Procedure tata cara penentuan kembali 

tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2. 

25. Standard Operating Procedure tata cara penghapusan piutang 

PBB-P2. 

26. Standard Operating Procedure tata cara pembayaran PBB-P2 

melalui petugas pemungut PBB-P2 di desa/kelurahan. 

27. Standard Operating Procedure tata cara pembayaran PBB-P2 

di Bank Tempat Pembayaran. 

28. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP). 
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29. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi PBB-P2. 

30. Standard Operating Procedure tata cara permohonan 

penghapusan piutang PBB-P2. 

31. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan pembetulan SPPT/SKPD/STP. 

32. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan keberatan PBB-P2. 

33. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan pengurangan PBB-P2 Terutang. 

34. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan pembayaran SPPT/SKPD/STP. 

35. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan kelebihan pembayaran PBB-P2. 

36. Standard Operating Procedure tata cara pembuatan laporan 

triwulan pelaksanaan penyelesaian keberatan dan 

pengurangan PBB-P2. 

37. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan pembetulan SPPT /SKPD /STP. 

38. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian atas 

pembetulan Surat Keputusan Keberatan PBB-P2. 

39. Standard Operating Procedure tata cara penatausahaan 

penerimaan PBB-P2 non elektronik. 

40. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian 

permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB-P2. 

41. Standard Operating Procedure tata cara penyelesaian cetak 

massal SPPT dan DHKP PBB-P2. 

Pasal 3 

Ketentuan mengenai Standard Operating Procedure Pemungutan 

PBB-P2 Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran 

XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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BABII 

PENUTUP 

Pasal 4 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan 

Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standard Operating 

Prosedure Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Toban dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

PasalS 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban. 

Diundangkan di Toban 

pada tanggal 8 Maret 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TUBAN 

BUD~A 

Ditetapkan di Toban 

pada tanggal 8 Maret 2017 

HUDA 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI B NOMOR 1 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KAB.TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 
BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu 

hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau 

memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan 

untuk mendaftarkan objek pajaknya dengan penelitian kantor. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Petugas Penilai. 

5. Kecamatan. 

6. UPTB Pelayanan. 

7. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

8. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

9. Pelaksana Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

10. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Berkas Permohonan Wajib Pajak. 

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 

3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 
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3. Berita Acara Penelitian Kantor. 

4. Daftar Hasil Rekaman (DHR). 

F. Prosedur Kerja: 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak 

baru kepada Kepala BPPKAD dengan diantar sendiri atau melalui 

Kecamatan dan diteruskan kepada UPTB Pelayanan. 

2. Kepala UPTB Pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan, apabila 

persyaratan sudah lengkap maka dibuatkan Bukti Penerimaan 

Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS 

disampaikan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD dan berkas 

permohonan Wajib Pajak baru disampaikan kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneruskan 

berkas permohonan pendaftaran kepada Petugas Penilai untuk 

melakukan penelitian kantor. 

4. Petugas Penilai menerima berkas permohonan pendaftaran, 

melakukan penelitian kantor, dan membuat konsep Berita Acara 

Penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB beserta berkas Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf konsep 

Berita Acara Penelitian Kantor dan menyerahkan konsep tersebut 

kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memeriksa, 

meninjau kembali, menetapkan dan menandatangani Berita Acara 

Penelitian Kantor, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk dilakukan 

pemutakhiran data grafts. 

6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

Berita Acara Penelitian Kantor dan menugaskan Pelaksana 

Pendataan untuk melakukan pemutakhiran data grafts dan proses 

penatausahaan berkas selanjutnya. 

7. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan 

pemutakhiran data gratis, dan melakukan perekaman data serta 

melakukan proses pembentukan basis data dan penatausahaan 

berkas selanjutnya. 
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8. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan 

perekaman SPOP /LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), 

melakukan pencocokan antara SPOP / LS POP dan DHR, serta 

meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Sub 

Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

9. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

berkas permohonan pendaftaran dan menugaskan Pelaksana Sub 

Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk mencetak konsep 

produk hukum berupa SPPT, DHKP dan SSPD. 

10.Pelaksana Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mencetak 

konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala 

Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

11.Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep produk hukum, kemudian menyampaikan 

kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

12.Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memeriksa, 

meninjau kembali dan menyediakan kepada Kepala BPPKAD 

untuk menyetujui dan menandatangani produk hukum. 

13. Proses selesai. 
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I. BAGAN ALIR PENDAFTARAAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN KANTOR 

Kepala Sub Pelaksana Sub 
WajibPajak UPTB Pelayanan Bidang Bidang 

Pendataan Pendataan 

Mutai 

Menerimadan 
mengoreksi 

kelengkapan, Meneruskan 
menerbitkan bel1<as 

BPSILPADdan permohonan 
meneruskan 
permohonan 

Mempelajari 
danmemaraf 

Menugaskan 
melakukan 

pemutakniran 
datagra!is 

Melakukan 
pemutakhiran 

datagra!is, 
perekaman 

data 
mencetak 

DHR,SPPT, 
DHKPdan 

SPPDserta 
meneruskan 

berkas 
ohonan 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Menefiti, 
menetapkan 

dan 
menandata-

Memeriksa 
dan 

menyediakan 

Petugas Penilai 

Melakukan 
Penelitian 

Kantor 

Kepala Sub 

Bidang 
Perencanaan dan 

Penetapan 

Menerima 
berkas 

permohonan 
clan 

menugaskan 
untuk 

mencetak 
kOnsep 

produk hukum 

Menelffidan 
memaraf 

Pelaksana Sub 

Bidang 

Perencanaan dan 
Kepala BPPKAD 

Penetapan 

Mencetak 
konsep produk 

hukum 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE PENDAFTARAN OBJEK PAJAK 

BARU DENGAN PENELITIAN LAPANGAN. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan oleh Wajib Pajak yang secara nyata mempunyai suatu 

hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau 

memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan 

untuk mendaftarkan objek pajaknya yang dilaksanakan dengan 

penelitianlapangan. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kecamatan. 

4. UPTB Pelayanan. 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Petugas Penilai Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

8. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

9. Pelaksana Seksi Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

10. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Berkas Permohonan Wajib Pajak. 

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 
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3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Bukti Penerimaan Surat. 

2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

3. Surat Togas Penelitian Lapangan. 

4. Berita Acara Penelitian Lapangan. 

5. Daftar Hasil Rekaman. 

F. Prosedur Kerja : 

1. W ajib Pajak mengajukan permohonan Pendaftaran Objek Pajak 

baru kepada kepala BPPKAD dengan diantar sendiri atau melalui 

kecamatan dan diteruskan kepada UPTB Pelayanan. 

2. Kepala UPTB Pelayanan mengoreksi kelengkapan persyaratan, 

apabila persyaratan sudah lengkap maka dibuatkan Bukti 

Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen 

(LPAD). BPS disampaikan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD 

dan berkas permohonan Wajib Pajak baru disampaikan kepada 

Kepala Seksi Pendataan. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memberi 

disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB untuk menyiapkan konsep Surat Togas Penelitian 

Lapangan. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep Surat Togas Penelitian Lapangan dan menyerahkan 

konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

danBPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Surat Togas Penelitian Lapangan dan 

menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, 

menyetujui dan menandatangani Surat Togas Penelitian 

Lapangan dan Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

Pendataan. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyerahkan 

Surat Togas Penelitian Lapangan kepada Petugas Penilai untuk 

melakukan penelitian lapangan. 
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8. Petugas Penilai menerima Surat Tugas dan melakukan penelitian 

lapangan, serta membuat konsep Berita Acara Penelitian 

Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Seksi 

Pendataan beserta berkas permohonan pendaftaran. 

9. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB mempelajari 

dan memaraf konsep Berita Acara Penelitian Lapangan, kemudian 

menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

10. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, 

menetapkan dan menandatangani Berita Acara Penelitian 

Lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk dilakukan pemutakhiran 

data grafis. 

11. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

Berita Acara Penelitian Lapangan dan menugaskan Pelaksana 

untuk melakukan pemutakhiran data grafis dan proses 

penatausahaan berkas selanjutnya. 

12. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan 

pemutakhiran data grafis, dan melakukan perekaman data serta 

melakukan proses pembentukan basis data dan penatausahaan 

berkas selanjutnya. 

13. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan 

perekaman SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), 

melakukan pencocokan antara SPOP /LSPOP dan DHR, serta 

meneruskan berkas permohonan pendaftaran kepada Kepala Sub 

Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

14. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

berkas permohonan pendaftaran dan menugaskan Pelaksana 

Seksi Penetapan untuk mencetak konsep produk hukum berupa 

SPPT, DHKP dan SSPD. 

15. Pelaksana Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB mencetak 

konsep produk hukum, kemudian menyampaikan kepada Kepala 

Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

16. Kepala Sub Bidang Penetapan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep produk hukum, kemudian menyampaikan 

kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

17. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memeriksa, 

meninjau kembali dan menyediakan kepada Kepala BPPKAD 

untuk menyetujui dan menandatangani produk hukum. 

18. Proses selesai. 
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II. BAGAN ALIR PENDAFTARAAN OBJEK PAJAK BARU DENGAN PENELITIAN LAPANGAN 

WajibPajak 

Mulai 

UPTD Pelayanan 

Menerimadan 
mengoreksi 

kelengkapan, 
menerbitkan 

BPSILPADdan 
meneruakan 
permohonan 

KepalaSub 

Bidang 

Pendataan 

Memberi 
disposisi 

unt!Jk 
menyiapkan 
konsep Surat 

Tugas 
Penelitian 
Lapangan 

Menelitidan 
memaraf 

M<!nyerahkan 
SUra!Tugas 
Penelitian 
Lapangan 

Mempelajari 
danmemaraf 

Menugaskan 
untuk 

pemut.akhiran 
datagrafis 

Pelaksana Sub 

Bidang 

Pendataan 

Menyusun 
konsep Surat 

Tugas 
Penelrtian 
Lapangan 

Mel-kan 
pemutakhiran 

dalagrafis, 
perekaman 

data 
mencetak 

DHR,SPPT, 
OHKPdan 
SPPDserla 
meneruskan 

berkas 
rmohonan 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Meneliti, 
menyetujui 

dan 
menandata

ngani 

Meneliti, 
menetapkan 

dan 
menandata

ngani 

Memeriksa 
dan 

menyecf1akan 

Petugas Penilai 

Melakukan 
Penelitian 
Lapangan 

Kepala Sub 

Bldang Pelaksana Seksi 

Perencanaan dan Penetapan 

Penetapan 

Menerima 
berkas 

permohonan 
dan 

menugaskan 
untuk 

mencetak 
konsep produk 

hukum 

Menelitidan 
memaraf 

Mencetak 
konsep 

produkhukum 

Kepala BPPKAD 
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LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENERBITAN SURAT 

HIMBAUAN PENDAFTARAN OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerbitan himbauan 

pendaftaran obyek dan subyek PBB-P2 untuk Wajib Pajak yang objek 

dan subjek PBB-P2-nya belum terdaftar. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah . 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 DA BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kecamatan. 

6. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Nota Dinas Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

2. Data pihak ke tiga. 

3. Laporan pengamatan lapangan. 

4. Alat keterangan. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Surat himbauan untuk mendaftarkan objek dan subjek PBB-P2. 

F. Prosedur Kerja : 

1. Berdasarkan informasi dan data pihak ke tiga, laporan hasil 

penelitian pendahuluan, dan/ atau alat keterangan, Kepala Bidang 

Pendapatan menugaskan dan memberi disposisi Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk menyusun konsep 

Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2. 
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2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2 

dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2 

dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

dan BPHTB. 

4. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf Surat Himbauan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB-P2 

dan disampaikan kepada Kepala BPPKAD untuk menyetujui dan 

menandatangani. 

5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menatausahakan dan mengirimkan Surat Himbauan Pendaftaran 

Objek dan Subjek PBB-P2 kepada Wajib Pajak secara langsung 

atau melalui Kecamatan. 

6. Proses selesai. 
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Ill. BAGAN ALIR TATA CARA PENERBITAN SURAT HIMBAUAN PENDAflARAN OBJ EK PAJAK DAN SUBJEK PAJAK 

Wajib Pajak 

Surat Himbauan L P.ond:alt,or.an pj)jtJ<qan 
Subjek PBB-P2 I .. 
l Selesai ] 

Kepala Sub Bidang 
Pen data an 

Monugaokan m-k 
konsep Surat Hlmbauon -Pondaftaran Ob]ck don ~ 

SubjekPBB-P2 

I 

Menelrti dan memaraf -
~ 

I 

. 

Pelaksana Sub Bidang 
Pen data an 

Mencet:akkonsep Surat . Hlmbauan Pendaftaran . Objek dan Subjek PBB-
P2 

i 
SuratHimbauan :J 

Pendaftaran Objek dan 
Subjek PBB-P2 

Menatausalllil<andan -
mengirimkan .... 

• 

. 
~ 

Kepala Bidang 
Pendapatan 

l Mula! ] 
1-

Berdasarkan dokumen 
masuk, data pihak 

ketiga, lapcran hasil 
penelitian 

pendahuluan, 
dan/atau alat 
keterangan 

l 

Momberi Clopotlsl 

Menellti dan memaraf 

I 

Kepala BPPKAD 

. Menyetujul dan . rnenandatangani 

! 
Surat Himbauan :J 

--~Ol>jllJ<lian 
Subjek PBB-P2 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDAR.D OPERATING PROCEDURE TATA CARA PELAKSANAAN 

PENILAIAN INDIVIDU OBJEK PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian kegiatan 

Penilaian Individu yang diterapkan untuk objek pajak non standar, 

bangunan tingkat tinggi (high rise building) atau objek pajak yang telah 

dinilai dengan Computer Assisted Valuation (CAV) namun hasilnya 

tidak mencerminkan nilai yang sebenamya karena keterbatasan 

aplikasi program. 

B. Dasar Hukum : 

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2.Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3.Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4.Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Petugas Penilai. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Surat Tugas Penilaian Individu Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

2. Laporan Penilaian lndividu. 
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F. Prosedur Kerja: 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat konsep Surat Tugas Penilaian Individu 

Objek PBB-P2 kepada Penilai sesuai rencana kerja yang telah 

disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memerintahkan 

Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

menyusun konsep Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2. 

3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2 dan 

menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2, 

kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2, 

kemudian mengembalikan surat tugas tersebut kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyerahkan 

Surat Tugas Penilaian Individu Objek PBB-P2 kepada Penilai untuk 

melakukan penilaian individu objek PBB-P2. 

7. Petugas Penilai menerima Surat Tugas Penilaian Individu Objek 

PBB-P2, kemudian menyampaikan Formulir Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek 

Pajak (LSPOP) kepada Wajib Pajak. 

8. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan SPOP dan LSPOP disertai 

dengan data pendukung yang dibutuhkan kepada Petugas Penilai. 

9. Petugas Penilai menerima SPOP dan LSPOP yang telah diisi oleh 

wajib pajak, serta data pendukung yang dibutuhkan. Jika tidak 

diperoleh dokumen legalitas luas tanah dan atau bangunan yang 

memadai, maka Penilai melakukan pengukuran bidang tanah dan 

atau bangunan. Namun jika dokumen legalitas sudah lengkap 

maka Penilai melakukan identifikasi fisik objek pajak secara 

mendetail. 
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10. Petugas Penilai melakukan perhitungan nilai tanah dan/atau 

bangunan dengan menggunakan metode penilaian yang ada dan 

membuat konsep Laporan Penilaian Individu berdasarkan hasil 

perhitungan tersebut, kemudian menyampaikan kepada Kepala 

Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

11. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Laporan Penilaian Individu, kemudian 

menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

12. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Laporan Penilaian Individu hasil penilaian objek 

pajak. 

13. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB merekam 

data dan mengarsipkan Laporan Penilaian Individu. 

14. Proses selesai. 
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IV. BAGAN ALIRTATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN INDIVIDU OBJEK PBB-P2 

Wajib Pajak 

SPOPdan LSPOP 

Kepala Sub Bidang 
Pendataan 

Menugaskan untuk 
menyusun konsep Surat 
Tugas Penilaian lndividu 

Objek PBB-P2 

Menerimadan 
menyerahkanSurat 

Tu9asPenilalanlndividu 
Objek PBB-P2 

Meneliti dan memaraf 

Pelaksana Sub Bldang 
Pendataan 

Menyusun k.onsep SUrat 
Tugas Penilaian lndividu 

Objek PBB-P2 

Konsep Surat Tugas 
Penilalan lndMdu Objek 

P8B-P2 

Merekam data d•n 
m&ngani,lpk&n 

SOleHI 

Kepala Bidang Pendapatan 

Memberi disposisi untuk 
membuatkonsepSurat 

Tugas Penilaian lndlvidu 
Objek PBB-P2 

Menyetujui dan 
menandatanganl 

Surat Tuga& Penitaian 
lndividu Objek PBS.P2 

Menyetujui dan 
menandatanganl 

Laporan penll•l•n 
lndivldu 

Petugas Penllai 

Menyampaikan SPOP dan 
LSPOP 

Tidak 

Melakukan penguk,uran 
bidang tanah dan atau 

J>angun,an 

Melakukan identifikasifisik 
objek pajak dan melakukan 
perhitungan nilaitanah dan 

atau bangunan serta 
membuatkonsep laporan 

penilaian individu 

Konsep laporan penilaian 
individu 

Ya 

. . . . . . . . . . . 

. . 
I 

. 

Kepala BPPKAD 

Mulai 

Sesuaidengan 
rencana kelja yang 

telah disetujul 
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LAMPIRANV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBUATAN 

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB). 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembuatan Daftar Biaya 

Komponen Bangunan (DBKB) yang dijadikan sebagai dasar untuk 

penghitungan nilai bangunan dengan menggunakan pendekatan biaya 

( cost approach method). Pendekatan Biaya adalah suatu pendekatan 

penentuan nilai dengan cara menghitung keseluruhan biaya yang 

dikeluarkan untuk memperoleh bangunan pada kondisi baru sesuai 

tanggal penilaian, dikurangi dengan penyusutan (depreciate) yang 

terjadi pada bangunan. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Petugas Penilai. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat Daftar 

Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Standar. 

2. Daftar Upah Pekerja, Harga Bahan Bangunan dan Sewa Alat DBKB 

Non Standar. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB). 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat konsep surat tugas untuk 

mengumpulkan harga upah, harga bahan bangunan dan sewa alat 

dalam rangka penyusunan DBKB (Daftar Biaya Komponen 

Bangunan) dalam satuan wilayah Kabupaten kepada Petugas 

Penilai. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memerintahkan 

Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

menyusun konsep surat tugas penyusunan DBKB. 

3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep surat tugas penyusunan DBKB dan menyerahkan konsep 

tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep surat tugas penyusunan DBKB, kemudian 

menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani surat tugas penyusunan DBKB, kemudian 

mengembalikan surat tugas tersebut kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyerahkan 

surat tugas penyusunan DBKB kepada Petugas Penilai untuk 

melakukan penyusunan DBKB. 

7. Petugas Penilai menerima penugasan, mempersiapkan bahan 

pelaksanaan dan melaksanakan pengumpulan satuan harga upah, 

harga bahan bangunan dan sewa alat yang diperoleh dari berbagai 

sumber, kemudian mengolah dan menganalisanya sebelum 

dituangkan ke dalam formulir Daftar Upah Pekerja, Barga Bahan 

Bangunan dan Sewa Alat DBKB Standar dan Non Standar dalam 

satuan Kabupaten. 

8. Petugas Penilai menyampaikan hasil penugasan berupa konsep 

laporan penyusunan harga upah, harga bahan bangunan dan 

sewa alat kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 
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9. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB dan Pendaftaran untuk dilakukan evaluasi dan 

analisis terhadap konsep laporan penyusunan harga upah, harga 

bahan bangunan dan sewa alat. 

10. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pendataan untuk 

menyusun konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan 

SewaAlat. 

11. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat, 

kemudian meneruskan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

12. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa 

Alat, kemudian meneruskannya kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

13. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Laporan Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa 

Alat, kemudian menugaskan dan mendisposisi kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk dilakukan 

perekaman Harga Upah, Harga Bangunan dan Sewa Alat. 

14. Proses selesai. 
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V. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBUATAN DAFTAR BIAVA KOMPONEN BANGUNAN (08KB) 

Kepala Sub Bidang 
Pendataan 

Menugaskan untuk menyusun 
konsepSurat Tugas Penyusunan 

DBKB 

Meneliti dan memaraf 

Menerimadan menyerahkan untuk 
meJakukan pen)tlsunan 08KB 

Menugaskan untuk menyusun konsep 
laporan harga upah, harga bahan 

bangunan dan owa alat 

Meneliti dan memaraf 

Me!akukan perekaman laporan 
harga upah, harga bahan bangunan 

dansewaaJat 

Selesai 

Pelaksana Sub Bidang 
Pendataan 

Menyusun konsep Surat Tugas 
Penyusunan DBKB 

KonsepSuratTugas Penyusunan 
DBKB 

Menyusun konsep laporan harga upah, 
harga bahan bangunan den sewa alat 

Konsep laparan harga upah, harga 
bahan bangunan dan sewa alat 

Kepala Bidang Pendapatan 

Mulai 

Memberi disposisi untuk membuat 
konsep surattugas penyusunan 08KB 

Menyetujui dan menandatangani 

SuratTugas Penyusunan DBKB 

Menugaskan untuk evaluasi dan anallsis 
kons&p haporan panyusunan harga upah, 

harga bahan bangunan dan sewa alat 

f 

MenyetuJui dan menandatangani 

Laporan harga upah, harga bahan 
bangunan dan sewa alat 

Petugas Penilai 

Mengumpulkan, mengolah dan 
menganalisa bahan penyusunan DBKB 
Standar dan Non Standar serta konsep 
laporan penyusunan harga upah, harga 

bahan bangunan dan S8\Va alat 

Konsep laporan penyusunan harga upah, 
harga bamiln .banguncan dan ~ 1odM' 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESMN DAN 
PERKOTMN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBENTUKAN DAN 

PENYEMPURNAAN ZONA NILA! TANAH (ZNT) NILAI INDEK RATA-RATA 

(NIR). 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembentukan dan 

penyempumaan Zona Nilai Tanah/Nilai Indek Rata-rata (ZNT/NIR) 

yang digunakan untuk menilai objek pajak bumi secara massal 

dengan menerapkan ZNT /NIR pada suatu wilayah tertentu sebagai 

basis acuan nilainya. ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas 

kelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai individu rata-rata 

yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam 

satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan 

tanpa terikat pada batas blok, sedangkan NIR adalah nilai pasar rata

rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu ZNT. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkalt : 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Petugas Penilai. 

D. Formullr yang Dlgunakan : 

1. Formulir 1 : Pengumpulan Data Pasar Properti. 

2. Formulir la: Pengumpulan Data Fisik/Deskripsi Lingkungan. 

3. Formulir 1 b: Pengumpulan Data Nilai Tanah. 

4. Formulir le: Standarisasi Nama Jalan. 
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5. Formulir 2: Analisis Penentuan Nilai Pasar Bumi per M2. 

6. Formulir 2a: Analisis Penentuan Nilai Obyek Acuan. 

7. Formulir 2b: Lembar Kerja Analisis Tingkat Kapitalisasi. 

8. Formulir 2c: Tabulasi Data Harga Jual/Data Pembanding. 

9. Formulir 3: Analisis Penentuan Nilai Indek Rata-rata (NIR) 

dengan Data Pembanding. 

10. Formulir 3a: Analisis Penentuan Nilai Indek Rata-Rata (NIR) dari 

NIR Zona Lain. 

11. Formulir 3b: Rekapitulasi Zona Nilai Tanah (ZNT). 

12. Formulir 4: Analisis Perbandingan NIR Baru dengan NIR lama. 

13. Formulir 5 : Pemutakhiran Zona Nilai Tanah. 

14. Formulir Sa: Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Massal. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Buku Laporan Analisa Zona Nilai Tanah (ZNT)/Nilai Indek Rata-rata 

(NIR). 

F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

Petugas Penilai melalui Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk mengevaluasi dan menganalisa ZNT/NIR 

tahun sebelumnya yang diselaraskan/disesuaikan dengan data 

transaksi jual beli/penawaran/sewa sementara yang dihimpun 

dalam Bank Data Nilai Pasar Properti yang diperoleh dari 

berbagai macam sumber informasi sebagai bahan untuk 

pembentukan/ pemeliharaan ZNT /NIR. 

2. Petugas Penilai menerima dan melaksanakan penugasan dengan 

melakukan penelitian pendahuluan terhadap wilayah 

Desa/Kelurahan tertentu yang perlu dilakukan penyesuaian 

ZNT /NIR sebagai representasi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

Bumi berdasarkan data/informasi yang diperoleh. 

3. Petugas Penilai menyusun dan menyampaikan konsep Rencana 

Kerja Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR kepada Kepala 

Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Rencana Kerja Pembentukan/ Penyempurnaan 

ZNT /NIR dan meneruskannya kepada Kepala Bidang Pendapatan 

PBB-P2 dan BPHTB. 
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5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani konsep Rencana Kerja Pembentukan / 

Penyempumaan ZNT /NIR dan meneruskannya kepada Kepala 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

untuk mendapatkan persetujuan. 

6. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah meneliti dan menyetujui Rencana Kerja dimaksud dan 

mengembalikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

danBPHTB. 

7. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk melaksanakan Rencana Kerja sesuai 

persetujuan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah. 

8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana untuk menyusun 

konsep surat tugas kepada Petugas Penilai untuk melengkapi 

bahan dan keterangan lainnya dalam rangka Pembentukan/ 

Penyempumaan ZNT /NIR. 

9. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep surat tu gas untuk penilai dalam rangka 

Pembentukan/Penyempurnaan ZNT /NIR dan menyerahkan 

konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB

P2 dan BPHTB. 

10. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Surat Togas penilai dalam rangka Pembentukan 

/ Penyempumaan ZNT / NIR, dan meneruskannya kepada 

Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

11. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Surat Togas Pembentukan/ Penyempumaan 

ZNT /NIR, kemudian mengembalikan surat tugas terse but kepada 

Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 



31 

12. Petugas Penilai menerima dan melaksanakan penugasan dengan 

mempersiapkan bahan pelaksanaan, menghimpun dan mengolah 

data, serta menganalisa data transaksijual beli/penawaran/sewa 

atau data lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber informasi 

yang dihimpun melalui Bank Data Nilai Pasar Properti dengan 

melakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sebagai dasar 

dalam penentuan nilai pasar wajar yang dituangkan dalam Nilai 

Indikasi Rata-rata (NIR) atas satu satuan ZNT. 

13. Petugas Penilai menyusun Buku Laporan Analisa Zona Nilai 

Tanah (ZNT) / Nilai Indek Rata-rata (NIR), dan menyampaikan 

kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

14. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani basil pelaksanaan tugas Pembentukan/ 

Penyempumaan ZNT/NIR, dan meneruskannya kepada Kepala 

Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

15. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan perekaman data ke dalam 

basis data berdasarkan Formulir Rekapitulasi Zona Nilai Tanah 

dan atau Formulir Pemutakhiran Zona Nilai Tanah. 

16. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

dan melaksanakan penugasan untuk melakukan perekaman data 

ke dalam basis data sesuai dengan formulir yang ada. 

17. Proses selesai. 
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VI. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN ZNT / NIR 
Kepala Sub Bidang 

Pendataan 

Meneliti dan memaraf 

Menugaskan untuk 
menyusun konsep surat 

tugas Pembentukan/ 
PenyempumaanZNT/NIR 

Mane!itid.an memaraf 

Menerimadan 
menyerahkan surat tugas 

Pembentul<an/ 
Penyempumaan ZNT/NIR 

Menugaskan untuk 
perekaman data kedalam 

basisdata 

Pelaksana Sub Bidang 

Pen data an 

Menyusun konsep surat 
tugas Pembentukan/ 

Penyempurnaan ZNT/NIR 

Konsep surattugas 
Pembentukan/ 

Penyempumaan ZNT/NIR 

Melakukan perekaman 
data kecfa.fam bulsefata 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Mulai 

Menugaskan melalui Kepala 
Seksi Pendataan untuk 
menganallsaZNT/NIR 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Rencana Kerja Pembentukant 
PenyempurnaanZNT/NIR 

Rencana Ke,ja Pembentukan/ 
Penyempumaan ZNT/NIR 

yang telah disetujui 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Surat Tugas Pembentukan/ 
Penyempumaan ZNT/NIR 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Buku Laporan Analisa 
ZNTINIR 

Petugas Penilai 

Melakukan penelitian 
pendahuluan dan menyusun 

konsep rencana kerja 

K<>noep8a~~ 
Pembentukan/ 

Penyempumaan ZNTINIR 

Melaksanakan 
Pembentukanl 

PenyempumaanZNT/NIR 
dan menyusun Konsep Buku 

Laporan AnalisaZNT/NIR 

Kepala BPPKAD 

Meneliti dan menyetujui 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMELIHARAAN 

DATA OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2. 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pemeliharaan data objek 

dan subjek PBB-P2 yang berpola SISMIOP, serta penatausahaan hasil 

kegiatan tersebut. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Petugas Penilai. 

6. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

2. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Daftar Hasil Rekaman (OHR). 

2. Data Grafis (peta). 

3. Berita Acara Penyerahan Hasil Pemeliharaan Basis Data. 

F. Prosedur Kerja: 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat konsep surat tugas pemeliharaan 

data objek dan subjek PBB-P2 sesuai rencana kerja yang telah 

disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah. 
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2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

menyusun konsep surat tugas pemeliharaan data objek dan 

subjek PBB-P2. 

3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep surat tugas pemeliharaan data objek dan subjek PBB-P2 

dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep surat tugas pemeliharaan data objek dan subjek 

PBB-P2 dan menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani surat tugas dan mengembalikan surat tugas 

pemeliharaan data objek dan subjek PBB-P2 tersebut kepada 

Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyerahkan 

surat tugas pemeliharaan data objek dan subjek PBB-P2 kepada 

Petugas Penilai untuk melakukan pemeliharaan data objek dan 

subjek PBB-P2. 

7. Petugas Penilai melakukan pemeliharaan data objek dan subjek 

PBB-P2 dengan menyampaikan formulir SPOP dan LSPOP kepada 

Wajib Pajak. 

8. Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSOP secara jelas, benar dan 

lengkap serta menyerahkan kembali kepada Petugas Penilai. 

9. Petugas Penilai meneliti, mencantumkan ZNT, menandatangani, 

menjilid, dan melakukan pemutakhiran peta garis (konsep peta 

kelurahan/desa dan peta blok). 

10. Petugas Penilai membuat konsep Berita Acara Penyerahan Hasil 

Kegiatan Pemeliharaan Data, kemudian meneruskan kepada 

Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB beserta berkas 

hasil pemeliharaan data. 

11. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan 

Pemeliharaan Data, kemudian menyampaikan kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 
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12. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan 

Pemeliharaan Data, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk dilakukan proses 

pemeliharaan data. 

13. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

berkas pemeliharaan data dan menugaskan Pelaksana Seksi 

Pendataan untuk memberikan nomor bundel pada SPOP dan 

LSPOP serta melakukan proses pemutakhiran basis data dan 

penatausahaan berkas selanjutnya. 

14. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan 

perekaman SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman (DHR), 

melakukan pencocokan antara SPOP /LSPOP dan DHR, updating 

peta digital dan mencetak produk keluaran ( SPPT, DHKP dan 

SSPD) serta meneruskan berkas pemeliharaan data kepada 

pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan sebagai bahan 

cetak massal SPPT dan cetak peta kelurahan serta Peta Blok. 

15. Proses selesai. 
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VII. BAGAN ALIR TATA CARA PEMELIHARAAN DATA OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 

Wajib Pajak 
Kepala Sub Bidang 

Pendataan 

Menelitic:tanmem11taf 

Menertma dan 
menyerahlcanSwat 
Tugas P«nellharaan 

Data ObJek dan Subjek 
P8B-P2 

Menelili dan memaraf 

Manugaskanuntuk 
mernberlnomorbund.t 
pada SPOPILSPOP din 
melakukan pemutakhlran 

buisdata 

Pelaksana Sub 

Bidang Pendataan 

Menyusun konsep Surat 
TUgas Pemelihar.tan 

Data Obielc. da-i Subjek 
PBB-P2 

Merekam SPOP/LSPOP, 
menoet.k OHR, m-... 

SPOP/LSPOP den;an 
OHR, update pets digital 

dan mencetakSPPT, 
OHKP,SSPO 

Kepala Bidang 

Pend a pa tan 

Memberidi5PO$iSfuntuk 
membuat koneep SUrat 
TpgePmi,e;Uhar.aan 

Data Objek dan Subjek 
PBB-P2 

Menyetujul dan 
memmdatangani 

SUratl'ugas 
Pctmellharaan Data 

Objek dan Subjek PBB
P2 

MenyetuJu1dan 
m enandatanganl 

BerltaAcara 
Pen)'ffllhanHa~ 

Keglatan Pemellhal'aat1 
Data 

t 

Petugas Penilai 

MenyempalkanSPOP 
dan LSPOP 

Melakukan pem$11haraan 
b•oi•-Mnmffl"°' 

konsep Berita Acara 
Penyeratian Hasll 

Kegfalan PemeUharaan 
Data 

Konsep Bedta Acara 
Penyenlhan Hasil 

Keglatan Pemeliharaan 
Data 

Pelaksana Sub 

Bidang Perencanaan 

dan Penetapan 

S11bag11,I bahan cetak 
ma.ssalSPPTdancetak 

peta: kelurahan &erta peta 

~"" 

Setesal 

Kepala BPPKAD 

Mulal 

Sesualdengan r:e"~ kfflja ffr\Q 
telahdl&elujul 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBENTUKAN 

BASIS DATA PETA DIGITAL. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembentukan basis data 

peta digital yaitu merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk 

membentuk sistem analisis secara spasial (keruangan) yang 

terintegrasi dengan aplikasi tertentu (SISMIOP). 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dab BPHTB. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Petugas Penilai. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Tugas Penentuan Titik Koordinat Peta. 

2. Formulir Pembentukan Peta Digital. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Peta Digital. 

2. Peta Blok. 

3. Peta Desa/Kelurahan. 

F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat konsep surat tugas penentuan titik 

koordinat peta. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Petugas Pelaksana Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk menyusun konsep surat 

tugas penentuan titik koordinat peta. 
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3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep surat tugas penentuan titik koordinat peta dan 

menyampaikannya kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep surat tugas penentuan titik koordinat peta dan 

menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani surat tugas penentuan titik koordinat peta. 

6. Petugas Penilai melakukan orientasi lapangan untuk 

menentukan tanda alam yang akan dipakai sebagai titik 

koordinat, memberi tanda pada peta desa yang ada, dilanjutkan 

dengan penentuan titik koordinat peta pada batas alam tersebut 

sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan 

pendaftaran pendataan dan penilaian Objek dan Subjek PBB-P2. 

Penilai menyerahkan basil penentuan titik koordinat peta kepada 

Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB, beserta 

berkas kelengkapannya, sebagai bahan kegiatan proses digitasi. 

7. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan 

proses digitasi sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk 

pelaksanaan pendaftaran pendataan dan penilaian Objek dan 

Subjek PBB-P2, membuat konsep Hasil Pembentukan Basis Data 

Peta Digital, dan menyampaikannya beserta berkas Pembentukan 

Basis Data Peta Digital kepada Kepala Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Hasil Pembentukan Basis Data Peta Digital, 

kemudian menyampaikannya kepada pelaksana Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk dilakukan pemutakhiran 

basis data peta digital. 

9. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan proses pemutakhiran 

basis data peta digital dan penatausahaan berkas. 
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10. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB melakukan 

updating dan menatausahakan peta digital serta menyampaikan 

berkas Pembentukan Basis Data Peta Digital kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan pencetakan 

peta desa/kelurahan dan peta blok. 

11. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pendataan untuk 

melakukan pencetakan peta desa/kelurahan dan peta blok. 

12. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

mencetak peta desa/ kelurahan dan peta blok, kemudian 

menatausahakannya. 

13. Proses selesai. 
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VIII. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBENTUKAN BASIS DATA PETA DIGITAL 
Kepala Sub Bldang 

Pendataan 

Menugaskan untuk menyusun 
konsep Surat Tugas penentuan titik 

koordinat peta 

Meneliti dan memaraf 

Menetiti dan memaraf 

Menugaskan untuk melakukan 
J>10S8Spemutakhinmbasls data 

petadigilal 

Menugaskan untuk melakukan 
pencetakan peta desa/kelurahan dan 

petablok 

Pelaksana Sub Bidang 
Pendataan 

Menyusun konsep Surat Tugas 
penentuan titik koordinat peta 

Konsep Surat Tugas penentuan titik 
koonlinal peta 

Melakukan proses digitasi dan membuat 
konsep Hasil Pembentukan Basis Data 

Peta Digital 

Konsep Hasil Pembentukan Basis Data 
Peta Digital 

Melakukan updating dan 
menat.ausahakan peta digital serta. 

berl<as pembentul<an basis data peta 
digital 

Mencetak peta desa/kelurahan dan 
peta blok 

Peta desa/kelurahan dan peta blok 

Selesai 

Kepala Bidang Pendapatan 

t 

Mulai 

Memberi dlsposisi untuk membuat 
konsepsurat tugas penentuan titik 

k<>ordinat peta 

Menyetujui dan menandatangani 

Surat Tugas penentuan titik koordinat 
peta 

Petugas Penilai 

Melakukan orientasi lapangan untuk 
menentukan tanda alam yang akan 

dipakai sebagai titik koordinas 

Hasil penentuan titik koordinat peta 
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LAMPIRAN IX 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBENTUKAN 

BANK DATA NILAI PASAR PROPERTI (BDNPP). 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pembentukan Bank Data 

Nilai Pasar Properti (BDNPP) yang merupakan kegiatan pengumpulan 

dan analisis data/informasi mengenai jual beli tanah dan/atau 

bangunan dari berbagai sumber untuk mendapatkan nilai pasar. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Petugas Penilai Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

D. Formulir yang digunakan : 

1. Surat Tugas Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti 

(BDNPP). 

2. Formulir Pengumpulan Data Pasar Properti. 

3. Lernbar Kerja Analisis Data Nilai Pasar Properti. 

E. Dokumen yang dihasilkan : 

Hasil Analisis Data Transaksi. 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat konsep surat tugas Pembentukan 

Bank Data Nilai Pasar Properti (BDNPP) kepada Penilai sesuai 

rencana kerja yang telah disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk menyusun konsep surat tugas 

Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti. 

3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep surat tugas Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti 

dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep surat tugas Pembentukan Bank Data Nilai Pasar 

Properti dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani surat tugas Pembentukan Bank Data Nilai Pasar 

Properti. 

6. Petugas Penilai menerima Surat Tugas Pembentukan Bank Data 

Nilai Pasar Properti, kemudian melaksanakan urutan pekerjaan 

pengumpulan data pasar properti; melakukan kompilasi dan 

validasi data pasar properti dengan NOP; pengumpulan data fisik 

dan pengambilan foto objek pajak; perhitungan nilai untuk 

analisis harga pasar properti dan prosesing foto objek pajak, 

meliputi penilaian bumi dan bangunan; melakukan perekaman 

data pasar properti ke dalam Aplikasi Bank Data Nilai Pasar 

Properti, kemudian mencetak hasilnya; dan membuat Analisis 

Data Transaksi; 

7. Petugas Penilai membuat konsep Berita Acara Penyerahan Hasil 

Analisis Data Transaksi, dan menyampaikannya kepada Kepala 

Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB beserta berkas 

Pembentukan Bank Data Nilai Pasar Properti. 
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8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Berita Acara Penyerahan Hasil Analisis Data 

Transaksi,. kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

9. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Berita Acara Penyerahan Hasil Analisis Data 

Transaksi. 

10. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menatausahakan Hasil Analisis Data Transaksi. 

11. Proses selesai. 
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IX. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBENTUKAN BANK DATA NllAI PASAR PROPERTI (BDNPP} 
Kepala Sub Bidang 

Pendataan 

Menugaskan untuk menyusun 
konsep surattugas 

pembentukan Bank Data Nilai 
Pa,;ar P"'f>"rli (BDNPP) 

Meneliti dan memaraf 

Menelitidan memarat 

Pelaksana Sub Bidang 

Pendataan 

Manyusun 1co,,_.ouratb.!Qas 
pembentukan Bank Data Nitai 

Pasa, Properti (BONPPJ 

Konsep surattugas 
pembentukan Bank Data Nilai 

Pasa, Pl0f)erti (BONPP) 

Menatausahakan Hasil Analisis 
Data Transaksi 

Selesal 

Kepala Bidang 

Pe11dapatan 

Memberi dlsposisi untuk 
membuatkonsep surattugas 
pembentukan Bank Data Nilai 

Pasa, Properti (BONPP) 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Surattugas pembentukan 
Bank Data Nllai Pasar Properti 

(BONPP) 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Serita Acara Penyerahan Hasil 
Anatisis Data Transaksi 

Petugas Penilai 

Metakukan urutan pekerjaan 
pengumpulan data puar 

properti, melakuklln 
perei<aman dota puar pmperti 
kedalam Aplikasl Bank Data 

Nllal Pasar l'1<1pertl dan 
membuatAnatlsts Data 

Transaksi 

Konsep Berita Aca~ 
Penyerahan Hasil Analisis 

Data Transaksl 

Kepala BPPKAD 

Mulai 

Sesuaidengan 
rencana kerja yang 

tel ah disetujui 
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LAMPIRAN X 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBUATAN PETA 

DESA/KELURAHAN OLEH PETUGAS PENILAI. 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembuatan peta 

desa/kelurahan oleh Petugas Penilai. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah . 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Petugas Penilai Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

D. Form.ulir yang digunakan : 

Surat Tugas Pembuatan Peta Desa/Kelurahan. 

E. Dokumen yang dihasilkan : 

Peta Desa / Kelurahan. 

F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat konsep surat tugas pembuatan peta 

desa/kelurahan. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pendataan untuk 

menyusun konsep surat tugas pembuatan peta desa/kelurahan. 
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3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep surat tugas pembuatan peta desa/kelurahan dan 

menyampaikannya kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep surat tugas pembuatan peta desa/kelurahan dan 

menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani surat tugas pembuatan peta desa/kelurahan. 

6. Petugas Penilai menerima penugasan, menyiapkan bahan-bahan 

serta kelengkapan administrasi, selanjutnya melaksanakan 

pembuatan peta desa/kelurahan sesuai dengan petunjuk teknis 

pendataan dan penilaian obyek dan subyek pajak serta membuat 

konsep Berita Acara Penyerahan Hasil Pembuatan Peta 

Desa/Kelurahan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB beserta berkas Pembuatan 

Peta Desa/Kelurahan. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Berita Acara Penyerahan Hasil Pembuatan Peta 

Desa/Kelurahan, kemudian menyampaikannya kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

8. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyediakan 

kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah untuk mohon persetujuan dan menandatangani Berita 

Acara Penyerahan Hasil Pembuatan Peta Desa/ Kelurahan. 

9. Kepala Seksi Pendataan menugaskan dan memberi disposisi 

kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

untuk menatusahakan berkas Pembuatan Peta Desa/Kelurahan. 

10. Proses selesai. 
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X. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBUATAN PETA DESA/KELURAHAN OLEH PENILAI 
Kepala Sub Bidang 

Pendataan 

Menugaskan untuk menyusun 
konsep surattugas 

pembuatan pets 
de$a/kelurahan 

Menelfti dan memaraf 

Monolltl dan moma111t 

Menugaskandan memberi 
disposisi 

Pelaksana Sub Bidang 

Pendataan 

Menyusun konsep surattugas 
pembuatan peta 
desa/kelurahan 

Konsep surat tugas pembuatan 
peta desalkelurahan 

Menatausahakan berkas 
pembuatan peta desa/kelurahan 

Selesai 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Mulai 

Memberi dlsposisl untuk 
mernbuatkonsep eurattugu 

pembuatan peta 
desalkelurahan 

Menyetujul dan 
menandatangani 

SUrattugas pembumn peta 
desa/kelurahan 

Monyediakan 

Petugas Penilai 

Menylapkan bahan serta 
kelengkapan admini&trasi 
melakukan penilalan obyek 

dan subyek pajak serta 
membuatkonsep Serita Acara 
PeJlyeraben H.eoU PJ>mll~n 

Peta Desa/Kelurahan 

Konocp Elorllo Acaro 
Penyerehan Heall Pembuamn 

- O.•toll<olunohan 

Kepala BPPKAD 

MenyetuJul dan 
menandatanganl 

Serita Acara Penyerahan Hasil 
Pembuatan Peta 
Desa/Kelurahan 
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LAMPIRAN XI 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERA77NG PROCEDURE TATA CARA PEMBENTUKAN 
DATA AWAL OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pendataan objek dan 

subjek PBB-P2 yang berpola SISMIOP, serta penatausahaan hasil 

kegiatan tersebut. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Petugas Penilai Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Tugas Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2. 

2. Tim Pelaksana Kegiatan Pembentukan Data Awal Objek dan 

Subjek PBB-P2. 

3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

4. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Daftar Hasil Rekaman (OHR). 

2. Data Grafts (peta). 

3. Rekapitulasi Hasil Pendataan. 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk menyusun tim pelaksana kegiatan 

pembentukan data awal objek dan subjek PBB-P2 sesuai rencana 

kerja yang telah disetujui oleh Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat konsep tim pelaksana 

kegiatan pembentukan data awal objek dan subjek PBB-P2. 

3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB membuat 

konsep tim pelaksana kegiatan pembentukan data awal objek 

dan subjek PBB-P2 dan menyampaikannya kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep tim pelaksana kegiatan pembentukan data awal 

objek dan subjek PBB-P2 dan menyampaikannya kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani konsep tim pelaksana kegiatan pembentukan 

data awal objek dan subjek PBB-P2. 

6. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

dan mempelajari permintaan formulir SPOP dan sarana 

pendukung (yang merupakan bagian dari kegiatan pembentukan 

data awal objek dan subjek PBB-P2) dan menyerahkan formulir 

SPOP dan sarana pendukung kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

formulir SPOP dan sarana pendukung, menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pendataan untuk 

menyusun konsep surat tugas pendataan objek dan subjek 

PBB-P2. 

8. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep surat tugas pendataan objek dan subjek PBB-P2 dan 

menyampaikannya kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB. 
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9. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep surat tugas pendataan objek dan subjek PBB-P2 

dan menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB
P2 dan BPHTB. 

10. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani konsep surat tugas pendataan objek dan subjek 
PBB-P2. 

11. Petugas Pendata / Petugas Penilai melakukan pendataan objek 

dan subjek PBB-P2 dengan menyampaikan formulir SPOP dan 

LSPOP kepada Wajib Pajak. 

12. Wajib Pajak mengisi SPOP dan LSOP secara jelas, benar, lengkap 

serta menandatangani kemudian menyampaikannya kepada 

Pendata/ Penilai. 

13. Petugas Pendata / Petugas Penilai meneliti, mencantumkan ZNT, 

menandatangani, menjilid, dan melakukan pemutakhiran peta 

garis (konsep peta kelurahan/desa dan peta blok), serta 

menyampaikan hasil Pendataan Objek dan Subjek PBB-P2 

kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

14. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima, 

mempelajari dan menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk menatausahakan hasil pendataan 

Objek dan Subjek PBB-P2. 

15. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB mencatat 

dan membuat konsep Rekapitulasi Hasil Pendataan, kemudian 

menyampaikannya kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB beserta berkas hasil pendataan Objek dan Subjek 

PBB-P2. 

16. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Rekapitulasi Hasil Pendataan Objek dan Subjek 

PBB-P2, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

17. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Rekapitulasi Hasil Pendataan Objek dan Subjek 

PBB-P2. 

18. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

berkas hasil pendataan Objek dan Subjek PBB-P2, menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Petugas Pelaksana Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk memberikan nomor bundel 

pada SPOP dan LSPOP serta melakukan proses pemutakhiran 

basis data dan penatausahaan berkas selanjutnya. 
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19. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

memberikan nomor bundel pada SPOP dan LSPOP, melakukan 

perekaman SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Rekaman 

(DHR), melakukan pencocokan antara SPOP/LSPOP dan DHR, 

updating peta digital dan mencetak produk keluaran (SPPT, 

DHKP dan SSPD) serta meneruskan berkas pendataan kepada 

Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB sebagai bahan 

cetak massal SPPT dan cetak peta kelurahan serta peta BLOK. 

20. Proses selesai. 
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XI. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBENTUKAN DATA AWAL OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2 

Wajib Pajak 
Kepala Sub Bidang Pelaksana Sub Kepala Bidang 

Petugas Penilai Kepala BPPKAO 
Pendataan Bidang Pendataan Pendapatan 

Mula! 

Menu9askan untuk Memberi disposisl untuk 
menyusunkonseptim menyueun tim pelaksana Sesual dengan 
pelaksana kegiatan kegiatan pemben!ukan data renoana k•~• yang 

pembentukandata awal awal objek dan subjek PBS. telah disetujui 
objek dan subjek PBB-P2 P2 

Menyusun konsep tim 
pelaksana kegiatan 

pembentukandala awal 
objek dan subjek PBB-P2 

Ki>n""Plim~ 

Menellt:i dan memarat 
kegiatan pembentukan 

data awaf objok dan 
subjekPBB-P2 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Menerimadan Tim pelaksana kegiatan 
mempelajarlformulir pembentukan data awal 
SPOP dan sarana objekdan subjek PBB-P2 

pendukung 

Menugaskan dan SPOP dan sarana 

memberi disposisi pendukung 

Menyusun konsep surat 
tugas,-d- objek 

dan subjek PBS.-P2 

Konsep surattugas 

Meneliti dan memaraf pendataan objek. dan 
subjekP8B-P2 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Surat tugas pendataan Melakuken pendataan 
objek dan subjek PBB-P2 objekdan oubjek PBB-P2 dan menyampaikan SPOP 

danLSPOP 

SPOPdan LSPOP 

SPOP dan LSPOP telah Meneliti, mencantumkan 
diisisecara jelas, benar ZNT, menandatangani, 

dan lengkap menjilid dan pemutakhiran 
petagafis 

Mempelajari dan Hasil pendataan objek dan 

menugaskan subjek PBB-P2 

Membuatl<Qn.aep 
rekapltulasi hasil 

pendataan objek den 
subjek PBB-P2 

Konsep rekapitulasi hasil 

Meneliti dan memaraf pendataan objek dan 
subjekPBB-P2 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Rekapitulasi hasil 
Menugaskan dan pendataan objek dan 

memberi dtsposisi subjekPBB-P2 

Memberikan nomor 
bundel dan merekam 

SPOP/1.SPOP mencetak 
OHR, update peta digHal, 
mencetak SPPT, DHKP 

dan-6690 

Menerimabeli<as 
pendat:aan sebagai 
bahan cetak massal 
SPPT dan oelak peta 

keh,mahan serta peta btok 

Selesai 

I 
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LAMPIRAN XII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

PERMOHONAN PENUNDAAN PENGEMBALIAN SURAT 

PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP). 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan 

penundaan pengembalian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) 

yang diajukan Wajib Pajak dalam rangka kegiatan penilaian individu, 

pemeliharaan data dan pembentukan data. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. UPTB Pelayanan Keberatan dan Banding. 

5. Kecamatan. 

6. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

7. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

8. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 

2. Uraian Jawaban. 

3. Surat Jawaban Penundaan Pengembalian Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP). 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penundaan pengembalian 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) ke Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantar sendiri kepada 

UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima permohonan penundaan pengembalian 

SPOP kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal 

berkas permohonan penundaan pengembalian SPOP sudah 

lengkap, pelaksana UPfB Pelayanan akan mencetak Bukti 

Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen 

(LPAD). BPS akan diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD 

akan digabungkan dengan berkas permohonan penundaan 

pengembalian SPOP, dan kemudian diteruskan kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk menyiapkan konsep uraian jawaban 

permohonan penundaan pengembalian SPOP. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyusun 

konsep jawaban permohonan penundaan pengembalian SPOP, 

kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, 

menyetujui dan memaraf konsep jawaban permohonan penundaan 

pengembalian SPOP, kemudian menyerahkan konsep tersebut 

kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

menyediakan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah untuk menandatangani jawaban 

permohonan penundaan pengembalian SPOP, kemudian 

meneruskan jawaban kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB

P2 dan BPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

uraian jawaban penundaan pengembalian SPOP dan menugaskan 

Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

menatausakan dan menyampaikan kepada Wajib Pajak. 

8. Proses selesai. 
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XII. BAGAN ALIR TATA CARA PENVELESAIAN PERMOHONAN PENUNDAAN PENGEMBALIAN SPOP 
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LAMPIRAN XIII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERAffNG PROCEDURE TATA CARA PENELITIAN 

PENDAHULUAN DAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA. 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pengumpulan data dan 

informasi yang diperlukan, baik dalam rangka penyusunan rencana 

kerja maupun untuk menentukan sasaran dan daerah/wilayah 

mana yang akan diadakan kegiatan pendataan dengan 

memperhatikan potensi pajak dan perkembangan wilayah. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Petugas Penilai Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

D. Dokumen yang dihasilkan : 

Rencana Kerja Pendataan dan Penilaian. 

E. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat rencana kerja pendataan dan 

penilaian berdasarkan Rencana Kerja Tahunan kantor. 
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2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Petugas Penilai untuk menyusun 

konsep Rencana Kerja Pendataan dan Penilaian. 

3. Petugas Penilai menyusun konsep rencana kerja pendataan dan 

penilaian, kemudian menyampaikan konsep tersebut kepada 

Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep rencana kerja pendataan dan penilaian serta 

meneruskan konsep tersebut ke Kepala Bidang Pendapatan PBB

P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dab BPHTB menyetujui dan 

menandatangani rencana kerja pendataan dan penilaian. 

6. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menatausahakan dan menyampaikan usul rencana kerja 

pendataan dan penilaian kepada Kepala Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB, 

7. Proses selesai. 
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XHI. BAGAN ALIR TATA CARA PENELITIAN PENOAHULUAN DAN PENVUSUNAN RENCANA KERJA 
Kepala Sub Bidang 
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kerja pendataan dan penilaian 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Mulai 

Memberi disposisi untuk 
membuatrencana kerja 
pendataan dan peniJaian 

berdasarkan rencana kerja 
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LAMPIRAN XIV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NO MOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA VERIFIKASI 

LAPANGAN OLEH PENJLAI 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara verifikasi lapangan oleh 

Petugas Penilai dalam rangka mendapatkan nilai terbaru bumi 

dan/ atau bangunan dari objek pajak. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Surat Edaran Terkait 

Tidak ada. 

D. Pihak yang terkait : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Petugas Penilai Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

E. Formulir yang digunakan : 

Surat Togas Verifikasi Lapangan. 

F. Dokumen yang dihasilkan : 

Laporan Hasil Verifikasi Lapangan. 

G. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan dan 

memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat konsep surat tugas verifikasi 

lapangan. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberi disposisi kepada Pelaksana Seksi Pendataan untuk 

menyusun konsep surat tugas verifikasi lapangan. 
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3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menyusun konsep surat tugas verifikasi lapangan dan 

menyampaikannya kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB

P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep 

menyampaikannya 

PBB-P2 dan BPHTB. 

surat tugas verifikasi lapangan dan 

kepada Kepala Bidang Pendapatan 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani surat tugas verifikasi lapangan. 

6. Petugas Penilai menerima penugasan, menyiapkan bahan-bahan 

serta kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan verifikasi 

lapangan, selanjutnya melaksanakan tugas pengumpulan data 

objek dan subjek pajak di lapangan, melakukan analisa sesuai 

dengan petunjuk teknis pendataan dan penilaian objek dan 

subjek pajak serta membuat konsep Laporan Hasil verifikasi 

Lapangan, mengidentifikasi/ menggambar objek pada peta, dan 

membuat uraian penelitian, kemudian menyampaikan kepada 

Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Laporan Hasil verifikasi Lapangan, kemudian 

menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB•P2 

danBPHTB. 

8. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Laporan Hasil verifikasi Lapangan, untuk 

selanjutnya menyerahkan kepada seksi terkait yang 

membutuhkan untuk diproses lebih lanjut. 

9. Proses selesai. 
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XIV. BAGAN ALIR TATA CARA VERlflKASI LAPANGAN OLEH PENILAI 
Kepala Sub Bidang 
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LAMPIRANXV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PELAKSANAAN 

UJI PETIK USULAN KLASIFIKASI BUMI DAN BESARNYA NILAI 

JUAL OBJEK PAJAK (NJOP). 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pelaksanaan uji petik 

atas usulan Klasifikasi bumi dan besarnya NJOP dari Bidang 

Pendapatan. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Petugas Penilai Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Usulan Rencana Klasifikasi Bumi dan Besarnya Nilai Jual Objek 

Pajak. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Berita Acara Hasil Uji Petik. 

I". Prosedur Kerja: 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah menerima usulan rencana Klasifikasi Bumi dan 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dari Bidang Pendapatan dan 

memberikan pengarahan kepada Kepala Seksi Pendataan 

untuk melaksanakan uji petik terhadap Usulan Klasifikasi 

Bumi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak. 
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2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

dan mempelajari usulan rencana Klasifikasi Bumi dan 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak kemudian mendisposisikan 

dan menugaskan Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB untuk menyiapkan bahan dan melaksanakan uji petik. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

dan mempelajari disposisi Kepala Bidang, kemudian 

meneruskan kepada Petugas Penilai untuk menyiapkan bahan 

dan melaksanakan uji petik yang dapat mewakili wilayah yang 

mempunyai perkembangan cepat, sedang dan kurang. 

4. Petugas Pertilai melaksa.nakati uji petik da.n mertyiapka.n baha.n 

evaluasi serta bahan analisis Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) 

sebagai hasil uji petik dan membuat Berita Acara Hasil Uji 

Petik, serta menyampaikannya kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menyampaikan Berita Acara Hasil Uji Petik kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2. 

6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menerima, 

mempelajari dan menyetujui Berita Acara Hasil Uji Petik dan 

menyampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah sebagai bahan pertimbangan 

untuk menetapkan Indikasi Kewajaran Nilai Jual Objek Pajak 

dalam Surat Keputusan Bupati tentang Klasifikasi dan 

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak. 

7. Proses selesai. 
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XV. BAGAN ALIR TATA CARA PELAKSANAAN UJI PETIK USULAN KLASIFIKASI BUMI DAN BESARNYA NILAI JUAL 
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Sebagal bah•n partlmbangan 
Un!~k.m~nl'!llp.k,n IMl.k~JI 
Kewajaran NJOP dalam SK 

Bupati tentang ktaslllkaal """ 
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LAMPIRAN XVI 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

MUTABI BELURUHNYA OBJEK DAN SUBJEK PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara perubahan data akibat 

terjadinya mutasi subjek dan objek PBB-P2 yang diajukan Wajib 

Pajak. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB, 

6. UPTB Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Pelaksana UPTB Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. 

8. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 

2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) /Lampiran Surat 

Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP). 

3. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPTJ. 

2. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan mutasi subjek dan objek 

pajak (termasuk pemecahan dan penggabungan objek pajak) 

kepada Kepala BPPKAD diantar sendiri atau melalui 

Kecarnatan diteruskan kepada UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima permohonan mutasi subjek 

dan/ atau objek pajak, kemudian meneliti kelengkapan 

persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan mutasi subjek 

dan/ atau objek pajak sudah lengkap, Pelaksana UPTB 

Pelayanan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan 

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS diserahkan 

kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan 

berkas permohonan mutasi subjek dan/ atau objek pajak dan 

kemudian diteruskan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memberi 

disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB untuk meneliti dan memproses dokumen. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti 

dokumen SPOP /LSPOP dan data pendukungnya, kemudian 

merekam SPOP/LSPOP meneruskan dokumen kepada Kepala 

Seksi Penetapan. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana 

Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB 

untuk mencetak konsep SPPT. 

6. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB mencetak konsep SPPT dan meneruskan kepada 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf konsep SPPT, kemudian 

meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BHTB. 

8. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BHTB meneliti dan 

menyediakan konsep SPPT kepada Kepala BPPKAD. 

9. Kepala BPPKAD menandatangani SPPT dan menyerahkan 

kepada UPTB Pelayanan untuk disampaikan kepada W ajib 

Pajak. 

10. Proses selesai. 
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XVI. BAGAN ALIR TATA CARA PENYELESAIAN MUTASI SELURUHNYA OBJEK DAN SUBJEK PBB·P2 
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LAMPIRAN XVII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENERIMAAN 

SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK (SPOP) PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penerimaan SPOP 

PBB-P2 yang diserahkan oleh Wajib Pajak kepada UPTB Pelayanan 

yang untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala BPPKAD. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 clan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kecamatan. 

5. UPrB Pelayanan. 

6. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB-P2. 

2. Buku Register Penerimaan SPOP. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Tanda Terima SPOP. 

2. Daftar Penerimaan SPOP. 

3. Surat Pengantar SPOP. 
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F. Procedut Kerja : 

1. Wajib Pajak menyerahkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak 

(SPOP) dan Lampiran PBB-P2 kepada Kepala BPPKAD melalui 

Kecamatan untuk diteruskan kepada UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima, meneliti kebenaran pengisian SPOP, 

kemudian mencatat di Buku Register Penerimaan SPOP PBB-P2 

dan membuat surat Tanda Terima SPOP selanjutnya berkas 

diteruskan kepada Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB membuat 

Daftar Penerimaan SPOP beserta Surat Pengantarnya dan 

menyerahkannya ke Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

4. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menerima, 

meneliti dan mendisposisi kepada Sub Bidang Pendataan PBB

P2 dan BPHTB untuk ditindaklanjuti dan menatausahakan. 

5. Proses selesai. 
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XVII. BAGAN ALIR TATA CARA PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PBB,.P2 

Wajib Pajak 

Mulai 

UPTB Pelayanan 

Menerima, meneliti dan 
mencatatdi buku register 

Penerimaan SPOP PBB-P2 

Kepala Sub Bidang 

Pen data an 

Membuatdaftar penerimaan 
SPOP beserta surat pengantar 

Menelima dan menatausahakan 

Kepala Bidang Pendapatan 

Menerima, meneliti dan 
memberi disposisi 
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LAMPIRAN XVIII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NO MOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENERBITAN 

TEGURAN PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK 

PAJAK (SPOP). 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

penerbitan Surat Teguran Pengembalian Surat Pemberitahuan 

Objek Pajak (SPOP). 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. UPTB Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Pelaksana UPTB Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Surat Teguran Pengembalian SPOP. 

F. Prosedur Kerja: 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

kepada UPTB Pelayanan dibantu Kecamatan untuk membuat 

Laporan Wajib Pajak yang belum mengembalikan SPOP sesuai 

batas waktu yang ditentukan dalam rangka pendaftaran Wajib 

Pajak dari Buku Penjagaan Penyampaian dan Pengembalian 

SPOP. 
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2. UPTB Pelayanan beserta Kecamatan membuat dan 

menandatangani laporan Wajib Pajak yang belum/tidak 

mengembalikan SPOP setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari 

sejak diterimanya SPOP oleh WP /Kuasanya, kemudian 

menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, 

menyetujui dan menandatangani Laporan Wajib Pajak yang 

belum/tidak mengembalikan SPOP dan menyampaikannya 

kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memberi 

disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB untuk merekam data Wajib Pajak yang akan diberikan 

Surat Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB Pendataan 

menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB untuk merekam data Wajib Pajak yang akan diberikan 

Surat Tegurart Penge:mbaliart SPOP. 

6. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

merekam data Wajib Pajak, membuat dan menandatangani 

berita acara hasil perekaman, kemudian menyampaikan 

laporan tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

danBPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

menandatangani, kemudian menyampaikan berita acara hasil 

perekaman Wajib Pajak yang akan diterbitkan Surat Teguran 

Pengembalian SPOP. 

8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menugaskan dan memberi disposisi kepada Pelaksana Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk menerbitkan 

Surat Teguran Pengembalian $POP. Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB Pendataan membuat konsep Surat Teguran 

Pengembalian SPOP, kemudian menyampaikan konsep 

tetsebut kepada Kepala Bidang Pendataart PBB-P2 dan BPHTB. 
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10. Kepala Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Surat Teguran Pengembalian SPOP, kemudian 

meneruskannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

danBPHTB. 

11. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyediakan 

kepada Kepala BPPKAD untuk menandatangani Surat 

Teguran Pengembalian SPOP. 

12. Surat Teguran Pengembalian SPOP ditatausahakan di Seksi 

Pendataan dan disampaikan ke Wajib Pajak melalui Pelaksana 

Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

13. Proses selesai. 
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XVIII. BAGAN ALIR TATA CARA PENERBITAN TEGURAN PENGEMBALIAN SPOP 

L 

Wajib Pajak 

---~ ... pengembalian SPOP 

Selesai 

UPTB Pelayanan 

Membuatdan 
menandatangani 

laporan wajib pajak 
yang belum/!i<lak 

mengernbalikanSPOP 

Laporan wajib pajak 
yang belum/tidak 

mengembalikanSPOP 

Kepala Sub Bidang Pelaksana Sub 

Pendataan Bidang Pendataan 

Menugaskan dan 
memberi disposisi 

Menelltldan 
menandatangani 

Menugaskan dan Memberi 
disposisi 

Meneliti dan memaraf 

Merekam data wajib pajak 
serta membuatdan 

menandatanganl laporen 
hasil perekaman 

Leporan hasil perekaman 

Membuatkonsep Surat 
Teguran Pengemballan 

SPOP 

Konsep Surat Teguran 
Pengembalian SPOP 

-Mettataueahake.n de.n 
menyampaikan 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Mu1ai 

Menugaskan untuk 
membuatlaporanwajib 
pajak yang belum/tidak 
mengembalikanSPOP 

S8SIJ&i babis waktu yang 
ditentukan 

Meneliti, menyetujui dan 
menandatangani 

Menyediakan 

Kepala BPPKAD 

Menandatangani 

SuratTeguran 
Pengemba!fan SPOP 
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LAMPIRAN XIX 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENERBITAN 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PBB-P2. 

A. Desk.ripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kepala Bidang Pendapatan. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Petugas Penilai. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

7. Kecamatan. 

8. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

danBPHTB. 

9. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 (SKPD PBB-P2). 
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F, Prosedur Kerja : 

1. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

bersama Kecamatan melakukan pengawasan kepatuhan 

Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPOP sampai dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan, dan setelah diterbitkan 

Surat Teguran belum juga mengembalikan SPOP atau data 

yang tertuang dalam SPOP ternyata tidak benar berdasarkan 

pemeriksaan atau keterangan lain yang menyebabkan jumlah 

pajak terutang menjadi lebih besar dibandingkan perhitungan 

berdasarkan SPOP. 

2. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

bersama Kecamatan menyampaikan bahan hasil pengawasan 

kepatuhan Wajib Pajak kepada Kepala Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB agar ditindaklanjuti oleh Petugas Penilai 

melalui Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB dalam 

bentuk Nota Dinas. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti 

dan menandatangani Nota Dinas, kemudian menyampaikan 

usulan pemeriksaan dan Nota Dinas kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberikan disposisi untuk dilakukan pemeriksaan oleh 

Petugas Penilai. 

5. Petugas Penilai membuat Nota Perhitungan besarnya pajak 

yang seharusnya terhutang dan hasilnya disampaikan kepada 

Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB sebagai 

pemberi tugas. 

6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan perekaman 

data Wajib Pajak yang dikenakan SKPD. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

dan menugaskan pelaksana untuk melaksanakan perekaman 

data Wajib Pajak yang akan diterbitkan SKPD. 

8. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

merekam data Wajib Pajak yang akan diterbitkan SKPD, 

menyiapkan data Wajib Pajak yang siap diterbitkan SKPD dan 

menyampaikan data tersebut kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 
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9. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menyampaikan data W ajib Pajak yang siap diterbitkan SKPD 

kepada Kepala Bidang Pendapatan secara tertulis dengan 

menggunakan lembar disposisi. 

10. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menerima dan menugaskan Pelaksana Seksi 

Penetapan untuk mencetak konsep SKPD. 

11. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB mencetak konsep SKPD, kemudian 

menyampaikan konsep surat ketetapan tersebut kepada 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

12. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf konsep SKPD, kemudian 

menyampaikannya. kepa.da. Kepa.la. Bidang Penda.pa.tan PBB•P2 

danBPHTB. 

13. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyediakan 

kepada Kepala BPPKAD untuk menyetujui dan 

menandatangani SKPD. 

14. SKPD ditatausahakan di Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dan disampaikan kepada 

W ajib Pajak mela.lui Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

15. Proses selesai. 
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XIX. BAGAN ALIR TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) PBB-P2 

Wajib Pajak 

MsnerimaSUrat: 
Ketetapa Pajak Oatnh 
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Kepala Sub 
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Perencanaan 

dan Penetapan 

Pelaksana Sub 

Bidang 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Menatausahakan dan 
menyampaikan kepada 

wBaibpajak 

KepaJa BPPKAD 
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LAMPIRANXX 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENELITIAN 

BASIL KELUARAN BERUPA SPPT/SSPD/DHKP/DHR, 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penelitian hasil 

keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Daftar Himpunan Ketetapan 

Pajak (DHKP), Daftar Hasil Rekaman (OHR) kepada Wajib Pajak, 

Pemerintah Daerah dan Bank Tempat Pembayaran yang 

merupakan kegiatan rutin setiap tahun. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Camat. 

4. Lurah/Kepala Desa. 

5. Bank Tempat Pembayaran. 

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB·P2 dan BPHTB. 

8. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

9. Wajib Pajak. 

D. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. SPPT/SSPD/DHKP/DHR. 

2. Berita Acara Penyerahan SPPT. 

3. Berita Acara Penyerahan DHKP. 

4. Berita Acara Penyerahan SSPD dan DHKP. 
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E. Prosedur Kerja : 

1. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB melakukan validasi hasil pencetakan SPPT, SSPD, DHKP 

dan DHR, untuk melihat apakah hasil pencetakan tersebut 

sudah sesuai dengan isian formulir yang sudah di-entry di Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB, seperti SPOP, LSPOP, 

Harga Resource ZNT/NIR, dan Daftar ZNT. Jika tidak ada 

kesalahan pada entry data, maka langsung dicetak SPPT, SSPD, 

DHKP dan DHR. 

2. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB mengadministrasikan hasilnya sebagaiberikut: 

a. SPPT diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk diparaf, kemudian 

SPPT dan perabot administrasinya tersebut diserahkan 

kepada Kepa1a Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB 

untuk disetujui dan diparaf, selanjutnya diserahkan kepada 

Kepala BPPKAD untuk ditandatangani; 

b. Kepala Su.b Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 da 

BPHTB membuat Surat Pengantar dan Berita Acara 

Penyerahan; 

c. Surat Pengantar dan Berita Acara Penyerahan SPPT dan 

perabot administrasinya kepada Camat/Lurah/Kepala Desa 

untuk didistribusikan ke wajib pajak; 

d. Surat Pengantar dan Berita Acara Penyerahan SSPD dan 

DHKP diserahkan kepada Bank Tempat Pembayaran; 

e. DHKP dan DHR disimpan di Seksi Penetapan sebagai arsip. 

4. Proses selesai. 
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XX. BAGAN ALIR TATA CARA PENELITIAN HASIL KELUARAN BERUPA SPPT/STTS/DHKP/DHR 
Pelaksana Sub 

Camat / Lurah BankTempat 
Bidang 

Su,b Bidang 
Wajlb Pajak Perencanaan Kecamatan 

/ Kepala Desa Pembayaran 
dan 

Pendataan 

Penetapan 

Update data 

Kepala Sub 
Bidang 

Perencanaan 
dan 

Penetapan 

SPPT 

Membu1tSurat 
Peng1ntard11t 
BeritaAcara 
Penyerahan 

SPPT 

Kepala Bidang 
Pendapatan 

Menyetujuldan 
mamaraf 

Kepala 
BPPKAD 

Menarntata
ngant 

SPPT 
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LAMPIRAN XXI 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NO MOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESMN DAN 
PERKOTMN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBUATAN 

LAPORAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 KEPADA WAJIB PAJAK. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Penyerahan SPPT 

PBB-P2 kepada wajib pajak. 

B. Dasar Hukum : 

c. 

D. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Pihak yang Terkait : 

1. Kepala DPPKAD. 

2. Camat. 

3. Kepala Seksi Penetapan. 

4. Lurah/Kepala Desa. 

5. Petugas Pemungut. 

6. Wajib Pajak. 

Dokumen yang Dihasilkan : 

Laporan Lurah/Kepala Desa tentang penyerahan SPPT. 

E. Prosedur Kerja : 

1. Kepala BPPKAD menyerahkan SPPT dan dokumen 

pendukung lainnya kepada Lurah/Kepala Desa melalui 

Camat disertai dengan Berita Acara Penyerahan. 

2. Berdasarkan Berita Acara penyerahan SPPT tersebut Camat 

meneliti semua dokumen pendukung dan SPPT. 

3. Setelah penandatanganan berita acara Camat segera 

menyerahkan SPPT dan dokumen pendukung lainnya kepada 

Lu.rah/ Kepala, 
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4. Lurah / Kepala desa meneliti semua dokumen pendukung 

dan SPPT, apabila masih ada kesalahan / kekeliruhan segera 

dikonfirmasikan untuk dibetulkan / diganti dengan yang 

benar. 

5. SPPT yang sudah diterima lurah/kepala desa segera 

disampaikan kepada wajib pajak melalui petugas pemungut 

di desa/ atau dikelurahan. 

6. Petugas pemungut membuat daftar SPPI' yang menjadi 

tanggungjawabnya untuk disampaikan kepada wajib pajak. 

7. SPPT yang sudah benar segera diberikan kepada wajib pajak 

untuk dibayar. 

8. Paling lama 5 (lima) hari berikutnya petugas pemungut 

menyampaikan SPPT kepada wajib pajak dengan membuat 

daftar SPPT yang sudah bisa diterima oleh wajib pajak dan 

melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan tembusan 

Camat. 

9. Secara periodik setiap minggu petugas pemungut membuat 

laporan tentang SPPT yang Sudah disampaikan kepada wajib 

pajak sampai SPPT habis terbagi. 

10. Kecamatan setiap minggu melaporkan penyampaian SPPT 

Kepada Kepala BPPKAD. 

11. Setelah penyerahan SPPT, Kepala Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB selalu memantau tentang 

penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak. 

12. Proses Selesai. 
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XXI. BAGAN ALIR LAPORAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 KEPADA WAJIB PAJAK 
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yangbenar 

Memantau 
penyampalanSPPT 
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,JJ!lf~-l',.,1J:ll!JW> 
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SPPT setlap mlnggu 
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LAMPIRAN XXII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMANTAUAN 

KEGIATAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2. 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pemantauan SPPT 

PBB-P2 kepada wajib pajak. 

B. Dasar Hukum : 

C. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan. 

3. Kepala Seksi Penetapan. 

4. Pelaksana Seksi Penetapan. 

5. Kecamatan. 

6. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Laporan Kegiatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(SPPT PBB-P2). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2). 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB

P2 dan BPHTB untuk menyampaikan SPPT PBB-P2 kepada 

wajib pajak melalui Kecamatan. 

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menugaskan Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk mengadakan 

pemantauan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 dan 

membuat konsep laporannya. 

3. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB melaksanakan pemantauan pelaksanaan 

penyampaian SPPT PBB-P2, serta membuat konsep Evaluasi 

Laporan Pelaksanaan Penyampaian SPPT PBB-P2 dan 

menyampa.ikan kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf konsep Evaluasi Laporan 

Pelaksanaan Penyampaian SPPT PBB-P2 kemudian 

menyerahkannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menelaah dan 

memaraf konsep Evaluasi Laporan Pelaksanaan Penyampaian 

SPPT PBB-P2 kepada Kepala BPPKAD. 

6. Kepala BPPKAD menyetujui dan menandatangani Evaluasi 

Laporan Pelaksanaan Penyampaian SPPT PBB-P2. 

7. Petugas Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan 

PBB-P2 dan BPHTB menatausahakan Evaluasi Laporan 

Pelaksanaan Penyampaian SPPT PBB-P2. 

8. Proses selesai. 
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XXII. BAGAN ALIR TATA CARA PEMANTAUAN KEGIATAN PENVAMPAIAN SPPT PBB~P2 

Wajib Pajak Kecamatan 

SPPT Menyampaikan SPPT 

Kepala Sub Bidang 

Perencanaan dan 

Penetapan 

Menyampaikan SPPT 
mefaluiUPTD 
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Meniliti dan memaraf 

Pelaksana Sub 
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Perencanaan dan 
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pemantauan den 
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evaluasi laporan 

Konsep evaluasl taporan 
pelaksanaan 

penyampaionSPPT 
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Kepala Bidang 

Pendapatan 

Mulai 

Menugaskan untuk 
menyampaikan SPPT 
kepada wajib pajak 

Menelaah dan memaraf 

Kepala BPPKAD 

Menyetujui dan 
menandatangani 

Evaluasi iaporan 
pelaksanaan 

penyampaian SPPT 
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LAMPIRAN XXIII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBUATAN 

LAPORAN' PENERIMAAN PBB-P2 OLER KEPALA BmANG 

PENDAPATAN PBB-P2 DAN BPHTB. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pembuatan laporan 

penerimaan mingguan dan bulanan PBB-P2. Proses pembuatan 

laporan penerimaan mingguan dan bulanan PBB-P2 meliputi 

proses penerimaan nota debet, nota kredit, rekening koran, LMP, 

R.LMP yang disampaikan oleh pihak terkait dan penyusunan 

laporan. 

B. Dasar Hukum : 

1. Urtdartg-Urtdartg Nomot 28 Tahurt 2009 terttartg Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah. 

6. Kecamatan. 

E. Formulir yang Digunakan : 

1. Nota Debet. 

2. Nota Kredit. 

3. Rekening Koran. 

4. LMP. 

5. RLMP. 



89 

F. Dokumen yang Dihasilkan 

Laporan Mingguan dan Bulanan Penerimaan PBB-P2. 

G. Prosedur Kerja : 

1. Kecamatan membuat laporan mingguan dan bulanan kepada 

Kepala BPPKAD melalui Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 

danBPHTB. 

2. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB mencocokan 

antara laporan dari Kecamatan dengan data yang diterima 

berupa Nata Debet, Nota Kredit, Rekening Koran, LMP, dan 

RLMP dari Bank yang ditunjuk sebagai Kas Sub Bidang 

Penagihan PBD-P2 dan l:3PHTB Daerah yang telab didisposi:ii 

oleh Kepala BPPKAD melalui Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB kemudian menugaskan Pelaksana Sub Bidang 

Penagihan PBB-P2 dan BPHTB untuk menyusun konsep 

Laporan Mingguan dan Bulanan Penerimaan PBB-P2. 

3. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 

menghimpun/mengolah bahan penyusunan konsep laporan 

mingguan dan bulanan penerimaan PBB .. P2, kemudian 

mengarsipkan dokumen dari Bank yang ditunjuk sebagai Kas 

Daerah. 

4. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Laporan Penerimaan PBB-P2, kemudian 

menyampaikan konsep laporan tersebut kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB--P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Laporan Penerimaan PBB-P2, kemudian 

mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 

dan BPHTB untuk menatausahakan, menyampaikan serta 

melaporkan kepada Kepala BPPKAD. 

6. Proses Selesai. 
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xxm. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN PENERIMAAN P8S.P2 OLEH KEPALA BIDANG PENDAPATAN 
Bank yang ditunjuk 

Kecamatan sebagaiKas 

Daerah 

Mulai 

Membuatlaporan Nola debet, Nola 
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konsep laporan 

Meniliti ctan memaraf 

Men.etausahkan dan 
menyampalkan liiporan 

Pelaksana Sub 

Bidang Penagihan 

Menyusun konsep 
laporan mingguan dan 

bulanan serta 
l'll'l\s;,'l'ip.lSjln~9-~V= 
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Konsep laporan 
mingguandan bulanan 

t 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Meneruskan dJSposisi 
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m,,~i 

La.po ran mlngguan dan 
bulanan 

Kepala BPPKAD 
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Oisposisi dokumen dari 
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Menerlma la po ran 
mln9.9uan dan bulanan 

Selesai 
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LAMPIRAN XXIV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENENTUAN 

KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB•P2, 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraik:an tata cara penyelesaian 

penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tertera 

pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB-P2) yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

6. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Kecamatan. 

8. UPTB Pelayanan. 

9. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Permohonan Wajib Pajak. 

2. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 
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E. Dakumen yang Dihasllkan : 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT PBB-P2). 

2. Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo. 

3. Surat Jawaban. 

F. Prosedur Kerja: 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Penentuan Kembali 

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 secara tertulis 

kepada Kepala BPPKAD dengan diantar sendiri atau melalui 

Kecamatan untuk diteruskan ke UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima permohonan Penentuan Kembali 

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 kemudian meneliti 

kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan 

Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB

P2 sudah lengkap, Pelaksana UPTB Pe1ayanan mencetak BPS 

dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan 

LPAD digabungkan dengan berkas permohonan Penentuan 

Kemba.Ii Tangga.I Jatuh Tempo Pembayatan PBB-P2, dart 

kemudian diteruskan kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB memberi disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang 

Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

membuat Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh 

Tempo Pembayaran PBB-P2. 

4. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB membuat dan menandatangani Uraian Penelitian 

Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB

P2, kemudian menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang 

Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan menandatangani Uraian Penelitian 

Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB

P2, kemudia.n menyerahkan kepada Kepa.Ia Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 
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6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui 

dan menandatangani Uraian Penelitian Penentuan Kembali 

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2, kemudian 

meneruskan Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal 

Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 tersebut kepada Kepala 

Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pendataan untuk 

merekam perubahan data sebagaimana tersebut dalam 

Uraian Penelitian dan mencetak. 

8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

mendisposisi Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB untuk merekam perubahan data sebagaimana 

tersebut dalam Uraian Penelitian kemudian meneruskan 

berkas- permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran PBB-P2. 

9. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menerima berkas permohonan Penelitian Penentuan Kembali 

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB-P2 dan merekamnya 

dan mengembalikan berkas permohonan kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

10. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

mengembalikan berkas permohonan kepada Kepala Sub 

Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

11. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menugaskan Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk mencetak konsep Surat 

Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran PBB .. P2 berikut SPPT PBB .. P2 atau Surat 

Jawaban dan menyampaikan Kepada Kepala Sub Bidang 

Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

12. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan 

Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB

P2 berikut SPPT PBB-P2 atau Surat Jawaban, kemudian 

meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB•P2 dan 

BPHTB. 
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13. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk menandatangani 

Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran PBB-P2 berikut SPPT atau Surat Jawaban. 

14. Surat Keputusan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran PBB-P2 berikut SPPT PBB-P2 atau Surat 

Jawaban ditatausahakan pada Seksi Penetapan dan 

disampaikan kepada Wajib Pajak melalui UPTB Pelayanan. 

15. Proses selesai. 
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XXIV. BAGAN ALIR TATA CARA PENENTUAN KEMBALI TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBIJ..P2 
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LAMPIRAN XXV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 1~ TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENGHAPUSAN 

PIUTANG PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara permohonan 

penghapusan piutang pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2} atas tunggakan PBB-P2 yang 

sudah daluwarsa dan atau oleh karena sebab lain. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Bupati. 

2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

3. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan :BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

D. Dokumen yang Dihasilkan 

1. Nota Dinas Kepala BPPKAD. 

2. Nota Dinas Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Verbal Nota Dinas. 

4. Konsep Surat Keputusan Kepala BPPKAD tentang 

penghapusan piutang PBB-P2 dan Lampirannya. 

E. Prosedur Kerja 

1. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 

menugaskan kepada pelaksana Sub Bidang Penagihan 

PBB-P2 dan BPHffl untuk membuat konsep Daftar Piutang 

Pajak PBB-P2 yang akan dihapuskan dilengkapi dengan 

dokumen pendukungnya kepada Kepala BPPKAD. 
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2. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 

menyampaikan konsep Daftar Piutang Pajak PBB-P2 yang 

akan dihapuskan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya 

kepada Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 

menandatangani dan memaraf nota dinas dan verbal Daftar 

Piutang Pajak PBB-P2 yang akan dihapuskan, untuk 

selanjutnya diteruskan dan menyampaikan kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf Daftar Piutang Pajak PBB-P2 yang dihapuskan 

dilengkapi dengan dokumen pendukungnya dan 

menyampaikan kepada Kepala BPPKAD. 

5. Kepala BPPKAD meneliti dan menandatangani Daftar Piutang 

Pajak PBB-P2 yang dihapuskan dilengkapi dengan dokumen 

pendukungnya dan menyampaikan kepada Bupati untuk 

mohon persetujuan. 

6. Kepala BPPKAD menyampaikan kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB untuk ditindaklanjuti dengan 

menugaskan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 

dan BPHTB dan Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB untuk melakukan penghapusan/perekaman serta 

dibuat laporan dan penatausahaan. 

8. Proses selesai 
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XXV. BAGAN ALIR TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB--P2 

Kepala Sub Bidang Kepala Sub Bidang 

Pendataan 

Melakukan 
penghapusan/ 
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Penagihan 
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PBB-P2yang 
dihapuskan 

Bupati 

Memberi persetujuan 

Selesai 
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LAMPIRAN XXVI 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBAYARAN 

PBB-M MELALUI PETUGAS PEMtJ'NGt1T PBB-P2 DI 

DESA/KELURAHAN. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

melalui Petugas Pemungut PBB-P2 di Desa/Kelurahan. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang .. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Camat. 

2. Lurah/Kepala Desa. 

3. Bank Tempat Pembayaran. 

4. Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah. 

5. Petugas Pemungut. 

6. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Tanda Terima Sementara (TIS). 

2. Daftar Penerimaan Harian (DPH). 

3. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

F. Prosedur Kerja: 

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 melalui petugas 

pemungut PBB-P2 di Desa/Kelurahan. 
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2. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak akan menerima 

TIS PBB-P2. 

3. Dalam Jangka waktu 1 (satu) hari kerja petugas pemungut 

PBB-P2 harus membayarkan PBB-P2 yang telah dipungut ke 

Bank Tempat Pembayaran PBB-P2 dengan menggunakan 

Daftar Penerimaan Harian (DPH), apabila bertepatan dengan 

hari libur maka pembayaran ke Bank Tempat Pembayaran 

dilalrukan pad.a hari kerja berikutnya. 

4. Bank Tempat Pembayaran menerima pembayaran dan 

mencatat pada buku rekening kas daerah. 

5. Bank Tempat Pembayaran menyerahkan bukti pembayaran 

berupa SSPD kepada Wajib Pajak setelah divalidasi dan diberi 

cap dan ditanda tangani. 

6. Bank Tempat Pembayaran pada hari yang sama menyetorkan 

penerimaan PBB .. P2 kepada Bank yang ditunjuk sebagai Kas 

Daerah. 

7. Bank yang di tunjuk sebagai Kas Daerah mencatat penerimaan 

PBB-P2 pada rekening pendapatan daerah. 

8. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah 

SSPD PBB-P2 diterima oleh Petugas Pemungut PBB-P2 harus 

diserahkan kepada wajib pajak. 

9. Setiap hari Jum'at Petugas Pemugut wajib membuat laporan 

kepada Lurah/Kepala Desa tentang PBB-P2 yang diterima dan 

yang telah dibayarkan ke Bank Tempat Pembayaran dengan 

tembusan Camat setempat. 

10. Proses Selesai. 
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XXVI. BAGAN ALIR TATA CARA PEMBAYARAN PBB-P2 MELALUI PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2 DI DESA/KELURAHAN 

Wajib Pajak Kecamatan Petugas Pemungut 

Menaiimapembayaran 
dan membayatau, ke 

8ankTP menggunakan 
OPH 

MenertmiaSSPO PB&-P2 
dan menyenthkan ke 

wa}lbpajak 

Lurah / 

Kepala Desa 

Laporan PBB-P2 yang 
diterimadan yang telah 

dlbayark:an 

Camat 
BankTempat 

Pembayaran 

Menerlmapembayaran 
den mencatatdi buku 

rekenlng penampungan 
penerimaenPBB-P2 

SSPOsetelah dMIHdasl 
dan dlberl cap dan 

tandatangan 

Bank yang ditunjuk 

sebagaiKas 

Oaerah 

Menerim•~ 
penertma.an PBB-P2 

Olea.tat pada rekenlng 
pendapatan dalm\ 
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LAMPIRAN XXVII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBAYARAN 

PBB-P2 DI BANK TEMPAT PEMBAYARAN. 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara Pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bank 

Tempat Pembayaran. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Wajib Pajak. 

2. Bank Tempat Pembayaran. 

3. Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

F. Prosedur Kerja : 

1. W ajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 di Bank Tempat 

Pembayaran yang ditunjuk berdasarkan SPPT PBB-P2. 

2. Bank Tempat Pembayaran menerima pembayaran dan 

mencatat pada buku rekening kas daerah. 

3. Bank Tempat Pembayaran menyerahkan bukti pembayaran 

berupa SSPD kepada Wajib Pajak setelah divalidasi dengan 

diberi cap dan ditanda tangani. 
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4. Bank Tempat Pembayaran pada hari yang sama menyetorkan 

penerimaan PBB-P2 kepada Bank yang ditunjuk sebagai kas 

daerah. 
5. Bank yang di tunjuk sebagai kas daerah mencatat 

penerimaan PBB-P2 pada rekening pendapatan daerah. 

6. Proses Selesai. 
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XXVH, BAGAN ALIRTATACARA PEMBAVARAN PBB-P2 DI BANK TEMPAT PEMBAVARAN 

Wajib Pajak 

Mulai 

Pembayaran PBB-P2 

SSPOPBB-P2 

Bank Tempat Pembayaran 

Menerima pembayaran dan mencatat 
pada buku rekening penampungan 

penerimaan PBB-P2 

Bank yang ditunjuk sebagai Kas 

Daerah 

Menerima setoran penerimaan PBB
P2 

Oieetatpada «,i<onifl!I pendapets• 
daerah 

LHUDA 
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LAMPIRAN XXVIII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESMN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA 

PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL 

OBJEK PAJAK (NJOP). 

A. Deskripsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) yang diajukan Wajib Pajak. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

D. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. UPTB Pelayanan Keberatan dan Banding. 

5. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

6. Wajib Pajak. 

E. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

F. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 

2. Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). 

3. Uraian Penelitian Pembuatan Keterangan Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP). 
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G. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) kepada Kepala BPPKAD melalui 

UPTB Pelayanan. 

2. Kepala UPTB Pelayanan menerima permohonan penerbitan 

surat keterangan NJOP kemudian meneliti kelengkapan 

persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan penerbitan 

surat keterangan NJOP .sudah lengkap, Pelaksana UPTB 

Pelayanan akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan 

Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS akan 

diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan 

digabungkan dengan berkas permohonan penerbitan surat 

keterangan NJOP. 

3. Kepala UPTB Pelayanan memberi disposisi kepada pelaksana 

UPTB Pelayanan untuk menyiapkan konsep surat keterangan 

NJOP berdasarkan data dari Kepala Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana UPTB Pelayanan menyusun konsep surat 

keterangan NJOP dan menyerahkan konsep tersebut kepada 

Kepala UPTB Pelayanan. 

5. Kepala UPTB Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat 

keterangan NJOP, kemudian menyerahkan konsep tersebut 

kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB mereview, 

meneliti dan menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk 

menandatangani surat keterangan NJOP, kemudian 

mengembalikan surat tersebut kepada UPTB Pelayanan untuk 

disampaikan kepada W ajib Pajak. 

7. Proses selesai. 
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xxvm. BAGAN AllR TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK 
PAJAK NJOP 

Wajib Pajak 

Mulai 

Menerima suret 
kot.rangan NJOP 

Selesai 

UPTB Pelayanan 

Menerimadan 
mengoreksi 

kelengkapan, 
menerbitkan 

BPSILPAOdan 
mern,gaskan&eda 
memberi disposisi 

Menelltidan memaraf 

Menerimadan 
menyampalkan 

Pelaksana UPTB Kepala Sub Bidang 
Pelayanan Pen data an 

Menyusun konsep 
surat keterangan NJOP 

berdasar data dari 
Kepala Seksl p-
Konsepsurat 

kererangan NJOP 

Memberikandata 

f 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Merevtew, meneliti dan 
menyedlakan 

Kepala BPPKAD 

Menandatangani 

Surat keterangan NJOP 
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LAMPIRAN XXIX 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESMN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRASI PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi yang 

diajukan oleh Wajib Pajak. Proses Pengurangan atau 

Penghapusan dimulai dari penerimaan dan seleksi permohonan 

sampai dengan pengiriman berkas yang memenuhi syarat 

kepada Kepala BPPKAD. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 'fahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. UPTB Pelayanan. 

4. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

5. Kecamatan. 

6. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Surat Pengantar. 
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2. Uraian / rekomendasi permohonan pengurangan dan 

penghapusan sanksi administrasi PBB-P2. 

3. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 

F. Prosedur Kerja: 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi kepada Kepala BPPKAD 

diantar sendiri atau melalui Kecamatan diteruskan ke UPTB 

Pelayanan. 

2. Kepala UPTB Pelayanan menerima permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

kemudian .meneliti kelengkapan persyaratannya, Dalam hal 
berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi sudah lengkap, Pelaksana UPTB Pelayanan 

mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib 

Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas 

permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi untuk diproses. 

3. Pelaksana UPTB Pelayanan membuat Konsep Surat 

Keputusan atas permohonan pengurangan dan 

penghapusan sanksi administrasi, kemudian menyerahkan 

kepada Kepala UPTB Pelayanan, Pelayanan. 

4. Kepala UPTB Pelayanan meneliti dan memaraf Konsep Surat 

Keputusan atas permohonan pengurangan dan 

penghapusan sanksi administrasi dan menyampaikan 

kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB 

menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk 

menandatangani Konsep Surat Keputusan atas permohonan 

pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi 

selanjutnya meneruskan Surat Keputusan atas permohonan 

pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi 

tersebut kepada UPTB Pelayanan. 

6. Kepala UPTB Pelayanan menerima Surat Keputusan atas 

permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi 

administrasi PBB-P2 dan Pelaksana UPTB Pelayanan untuk 

menatausahakan dan menyampaikan kepada Wajib Pajak. 

7. Proses selesai. 
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XXIX. BAGAN ALIR TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
SANKSI ADMINISTRASI PBB-P2 

Wajib Pajak 

Mulai 

MenerimaSurat Keputusan 
alas permohonan 
pengtirangan dan 

penghapusan sanksi 
administrasJ 

se1esa1 

UPTB Pelayanan 

Menerima dan mengoreksi 
kelengkapan, menerbitkan 

BPS/LPAD dan menugaskan 
serta memberi disposisi 

Meneliti dan memaraf 

Menatausahakandan 
menyampaikan 

Pelaksana UPTB 

Pelayanan 

Menyusun konsep Surat 
Keputusan atas 

permohonan pengurangan 
dan penghapusan sanksi 

administrasl 

Konsep Surat Keputusan 
atas permohonan 
pengurangan dan 

penghapusansanksi 
administrasi 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Menyediakan 

Kepala BPPKAD 

Menandatangani 

Surat Keputusan atas 
permohonan pengurangan 
dan penghapusan sanksl 

administrasi 
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LAMPIRAN XXX 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NO MOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE 

PERMOHON'AN PEN'GHAPUSAN' PIUTANG PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

TATA CARA 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara permohonan 

penghapusan piutang pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kepala BPPKAD dapat 

mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB-P2 atas 

tunggakan PBB-P2 yang sudah daluwarsa dan atau oleh karena 

sebab lain. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Bupati. 

2. Sekretaris Daerah. 

3. Kepala BPPKAD. 

4. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 
5. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Petugas Penilai. 

7. UPTB Pelayanan. 

8. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

9. Kecamatan. 

10. Wajib Pajak. 

D. Dokumen yang Dihasilkan 

1. Nota Dinas BPPKAD. 

2. Nota Dinas Dari BPPKAD. 

3, Verbal Nota Dinas. 
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4. Konsep Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang 

PBB-P2 dan Lampirannya. 

E. Prosedur Kerja 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan piutang 

PBB-P2 kepada Kepala BPPKAD melalui Kecamatan 

diteruskan kepada Kepala UPTB Pelayanan. 

2. Kepala UPTB Pelayanan menerima berkas permohonan 

mengoreksi kelengkapan persyaratan apabila persyaratan 

sudah lengkap maka dibuatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) 

dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), dan 

menyampaikan kepada Pelaksana UPTB Pelayanan untuk 

menyiapkan konsep Surat Togas Penelitian kantor dan 

Penelitian Lapangan. 

3. Pelaksana UPTB Pelayanan menyusun konsep Surat Tu.gas 

Penelitian Kantor dan Penelitian Lapangan dan menyerahkan 

konsep tersebut kepada Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 

dan BPHTB. 

4. UPTB Pelayanan memaraf konsep Surat Togas Penelitian 

kantor dan Penelitian Lapangan dan menyerahkan konsep 

tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, 

menyetujui dan menandatangani Surat Tu.gas Penelitian 

Lapangan dan mengembalikan surat tugas tersebut kepada 

Kepala UPTB Pelayanan. 

6. Kepala UPTB Pelayanan menyerahkan Surat Tugas Penelitian 

kantor dan Penelitian Lapangan kepada Petugas Penilai untuk 

melakukan penelitian lapangan. 

7. Petugas Penilai menerima Surat Tugas dan melakukan 

penelitian kantor dan penelitian lapangan, serta membuat 

konsep Berita Acara penelitian kantor dan penelitian lapangan, 

kemudian menyampaikan kepada Kepala UPTB Pelayanan 

beserta berkas permohonan penghapusan piutang PBB-P2. 

8. Kepala UPTB Pelayanan mempelajari dan memaraf konsep 

Berita Acara penelitian kantor dan penelitian lapangan, 

kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan 

PBB-P2 dan BPHTB. 
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9. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB mereview, 

menetapkan dan menandatangani Berita Acara penelitian 

kantor dan penelitian lapangan, kemudian menyampaikan 

kepada Kepala UPTB Pelayanan, Pelayanan untuk dibuatkan 

konsep Keputusan. 

10. Kepala UPTB Pelayanan menerima Berita Acara penelitian 

kantor dan penelitian lapangan dan menugaskan Pelaksana 

UPTB Pelayanan untuk membuat konsep surat keputusan dan 

mengkoordinasikan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

11. Kepala UPTB Pelayanan meneliti, memaraf konsep surat 

keputusan dan menyampaikan kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

12. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, 

memaraf dan menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk : 

a. Diteliti dan ditandatangani untuk ketetapan pajak sampai 

dengan Rp 1. 000. 000 ,-

b. Diteliti, diparaf dan disediakan kepada Sekretaris Daerah 

untuk ditanda tangani untuk ketetapan pajak 

Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,-

c. Diteliti, diparaf dan disediakan kepada Bupati untuk ditanda 

tangani untuk ketetapan pajak diatas Rp 5.000.000,-

13. UPTB Pelayanan menyampaikan Surat Keputusan kepada 

Wajib Pajak. 

14. Proses selesai. 
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XXX. BAGAN ALIR TATA CARA PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-PZ 

Wajib Pajak 
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UPTB Pelayanan 
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Menandltanganl 
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LAMPIRAN XXXI 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

PERMOHON'AN PEMBETULAN' SPPT/SKPD/ STP. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan untuk melakukan pembetulan atas SPPT/SKPD/STP 

dari Wajib Pajak. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

6. UPTB Pelayanan. 

7. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

8. Kecamatan. 

9. Petugas Penilai. 

10. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Surat Keputusan Pembetulan SPPT /SKPD /STP. 

2, Bukti Penerimaan Surat (BPS), 



F. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak 

SPPT/SKPD/STP 
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mengajukan permohonan Pembetulan 

ke BPPKAD diantar sendiri atau melalui 

Kecamatan dan diteruskan kepada UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima permohonan Pembetulan 

SPPT/SKPD/STP kemudian meneliti kelengkapan 

persyaratannya. Apabila berkas pendaftaran sudah lengkap, 

Pelaksana UPTB Pelayanan akan mencetak BPS dan LPAD. 

BPS kemudian diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan 

LPAD akan digabungkan dengan berkas permohonan untuk 

di proses. 

3. Pelaksana UPTB Pelayanan berkoordinasi dengan Kepala Seksi 

Penetapan untuk melakukan pengecekan atas kesalahan tulis 

dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam 

penerapan peraturan dan membuat konsep Surat Pembetulan 

SPPT/SKPD/STP 

4. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Pembetulan 

SPPT/SKPD/STP, kemudian menyampaikan kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

dan memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bidang 

Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB membuat 

konsep pembetulan SPPT/SKPD/STP. 

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan perubahan/perbaikan 

dalam rangka pembetulan SPPT/SKT/STP. 

7. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menugaskan Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB bersama Petugas Penilai untuk melakukan perekaman 

perubahan/perbaikan sesuai pelaksanaan penugasan, 

menatausahakannya sesuai tanggal dan membuat laporan 

hasil perubahan/perbaikan data, kemudian menyampaikan 

laporan tersebut kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB. 
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8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB laporan hasil 

perubahan/perbaikan data dalam rangka pembetulan 

SPPT/SKPD/STP untuk dilakukan pencetakan pembetulan 

SPPT/SKPD/STP dan menyampaiakan kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

9. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyediakan 

kepada Kepala BPPKAD untuk menandatangani 

Keputusan Pembetulan SPPT/ SKPD/STP. 

Surat 

10. Proses dilanjutkan Penatausahaan dan menyampaikan 

Dokumen Wajib Pajak melalui UPTB Pelayanan. 

11. Proses selesai. 
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CXI. BAGAN ALIR TATA CARA PENVELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKPD/STP 
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LAMPIRAN XXXII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA 

PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PBB .. P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan keberatan PBB-P2 di BPPKAD Kabupaten Tuban. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

6. Kecamatan. 

7. UPTB Pelayanan. 

8. Petugas Penilai. 

9. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Surat Permohonan Keberatan PBB-P2 beserta dokumen 

pendukungnya (berkas keberatan PBB-P2). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Resume Pokok Sengketa Keberatan PBB-P2. 

2. Surat Tugas Penelitian Keberatan PBB-P2. 

3. Surat Permintaan Kelengkapan Persyaratan Permohonan 

Keberatan PBB-P2. 
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4. Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan 

PBB-P2. 

5. Berita Acara Penelitian Sederhana Kantor /Lapangan Keberatan 

PBB-P2. 

6. Laporan Analisis Penelitian Keberatan PBB-P2. 

7. Keputusan Keberatan PBB-P2. 

F. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak mengajukan berkas keberatan PBB-P2 kepada 

Kepala BPPKAD disampaikan sendiri atau melalui Kecamatan 

kemudian diteruskan kepada UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima permohonan keberatan kemudian 

meneliti kelengkapan persyaratannya. Apabila berkas 

permohonan keberatan sudah lengkap, Pelaksana UPTB 

Pelayanan mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada 

Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas 

permohonan keberatan dan kemudian untuk diproses. 

3. UPTB Pelayanan menyampaikan berkas permohonan 

keberatan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

4. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB mendisposisi 

kepada Kepala Seksi Pendataan untuk membuat Surat Tugas 

Penelitian Keberatan, Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana 

Lapangan Keberatan, Berita Acara Penelitian Sederhana 

Kantor /Lapangan Keberatan, Laporan Analisis Penelitian 

Keberatan, dan Resume Pokok Sengketa Keberatan. 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menugaskan kepada pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat konsep surat-surat tersebut 

diatas. 

6. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

membuat konsep surat-surat dimaksud dan menyampaikan 

kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

untuk diparaf dan diteruskan kepada Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 
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7. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, 

memaraf surat dan mendisposisi kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk meneliti dan membuat 

resume pokok sengketa keberatan. 

8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menugaskan kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 

dan BPHTB untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Kantor 

apabila diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menyelesaikan permohonan keberatan, dapat dilakukan 

Pemeriksaan Sederhana Lapangan oleh Petugas Penilai Teknis 

yang ditunjuk dengan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana 

Lapangan Keberatan yang ditandatangani oleh Kepala 

BPPKAD. 

9. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menyiapkan 

konsep Berita Acara Penelitian Sederhana Kantor /Lapangan 

Keberatan, konsep Laporan Penelitian Keberatan, dan 

meneruskan kepada Kepala Seksi Penetapan untuk membuat 

konsep Keputusan Keberatan dan disampaikan kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

10. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

menyetujui konsep Berita Acara Penelitian Sederhana 

Kantor /Lapangan Keberatan, konsep Laporan Penelitian 

Keberatan, dan konsep Keputusan Keberatan, lalu meneruskan 

ke Kepala BPPKAD. 

11. Kepala BPPKAD menandatangani Keputusan Keberatan. 

12. Keputusan Keberatan yang telah ditandatangani oleh Kepala 

BPPKAD beserta berkas keberatan diteruskan ke Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB untuk diadministrasikan oleh 

Kepala Sub Bidang Pendataan PBB .. P2 dan BPHTB dan 

diteruskan kepada UPTB Pelayanan. 

13. UPTB Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan ke 

Wajib Pajak. 

14. Proses selesai. 



122 

XXXII. BAGAN ALIR TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN PBB-P2 
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LAMPIRAN XXXIII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 TERUTANG 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian atas 

permohonan dari Wajib Pajak yang mengajukan pengurangan 

PBB-P2 terutangyang diproses di BPPKAD Kabupaten Toban. 

B. Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kecamatan. 

6. UPTB Pelayanan. 

7. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

8. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan W ajib Pajak. 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Surat Keputusan Pengurangan. 

2. Uraian Penelitian. 

3. Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Diproses. 

4. Surat Pengantar. 

5. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 
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F. Prosedur Kerja : 

1. W ajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan secara 

tertulis kepada Kepala BPPKAD diantar sendiri atau melalui 

Kecamatan diteruskan ke UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan meneliti persyaratan permohonan, apabila 

berkas permohonan permohonan Pengurangan PBB-P2 sudah 

lengkap, Pelaksana UPTB Pelayanan mencetak BPS dan LPAD. 

BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD 

digabungkan dengan berkas permohonan Pengurangan 
PBB-P2 dan diproses. 

3. UPTB Pelayanan menyampaikan berkas permohonan 

pengurangan PBB-P2 kepada Kepala Sub Bidang Penagihan 
PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 

menugaskan kepada Pelaksana Sub Bidang Penagihan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk membuat konsep surat uraian 

penelitian. 

5. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB memaraf 

konsep Uraian Penelitian dan konsep surat keputusan, 

kemudian meneruskan ke Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

dan BPHTB. 

6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk menandatangani 

Uraian Penelitian dan Surat Keputusan. 

7. Surat Keputusan a.tas permohonan pengurangan Wajib Pajak 

dikirim ke Wajib Pajak melalui Pelaksana UPTB Pelayanan. 

8. Apabila permohonan Wajib Pajak tidak memenuhi 

persyaratan formal, Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 

dan BPHTB membuat konsep surat pemberitahuan tidak 

dapat diproses dan menyerahkan konsep surat tersebut ke 

UPTB Pelayanan. 

9. UPTB Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat 

pemberitahuan tidak dapat diproses dan meneruskan ke 

Kepala Bidang Pendapatan. 

10. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memaraf dan 

menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk menandatangani 

Surat Pemberitahuan Tidak De.pat Diproses. 

11. Surat pemberitahuan tidak dapat diproses dikirim ke Wajib 

Pajak. 

12. Proses selesai. 
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xxxm. BAGAN ALIR TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB-P2 TERUTANG 
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LAMPIRAN XXXIV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTMN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/ STP 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT)/Surat Ketetapan Pajak (SKPD)/ Surat Tagihan Pajak (STP). 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pe.rkotaan, 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

6. Petugas Penilai. 

7. UPTB Pelayanan. 

8. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

9. Kecamatan. 

10. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan W ajib Pajak. 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Usulan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. 

2. Surat Tu.gas Pemeriksaan Lapangan. 
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3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL). 

4. Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STP. 

5. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 

F. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembatalan 

SPPT / SKPD / STP secara tertulis kepada Kepala BPPKAD 

diantar sendiri atau melalui Kecamatan diteruskan ke UPTB 

Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima permohonan Pembatalan 

SPPT /SKPD /STP kemudian meneliti kelengkapan 

persyaratannya. Apabila berkas pendaftaran sudah lengkap, 

Pelaksana UPTB Pelayanan mencetak BPS dan LPAD. BPS 

diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan 

dengan berkas permohonan, dan kemudian diproses. 

3. UPTB Pelayanan menyerahkan berkas permohonan 

Pembatalan SPPT/SKPD/STP kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memberi 

disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P.2 dan 

BPHTB bersama Kecamatan yang objek pajaknya meliputi 

wilayah kerjanya untuk menindaklanjuti berkas permohonan 

pembatalan SPPT/SKPD/STP. 

5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB bersama 

UPTB Kecamatan mempelajari berkas permohonan pembatalan 

SPPT /SKPD /STP dengan melakukan Pemeriksaan Sederhana 

Kantor (PSK) dan membuat usulan pelaksanaan pemeriksaan 

lapangan, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub 

Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB beserta berkas 

permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STP. 

6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti 

dan memaraf usulan pemeriksaan lapangan, kemudian 

menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB menugaskan pemeriksaan lapangan kepada Pelaksana 

Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB beserta berkas 

permohonan pembetulan SPPT / SKPD / STP. 
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7. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Surat Togas Pemeriksaan Lapangan, 

kemudian mengembalikan kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 
8. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menyerahkan surat tugas pemeriksaan lapangan kepada 

Petugas Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan. 

9. Petugas Penilai menerima surat tugas pemeriksaan lapangan, 

mengidentifikasi, memverifikasi lapangan, dan membuat 

uraian penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara 

Penelitian Lapangan sebagai bahan pertimbangan/masukan 

bagi Kepala Bidang Pendapatan PBB .. P2 dan BPHTB atas 

permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STP, kemudian 

menyampaikan konsep Berita Acara Pemeriksaan Lapangan 

kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

10. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB mempelajari 

dan memaraf konsep Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, 

kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

11. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, 

kemudian menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala 

Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB 

untuk melakukan perekaman pembatalan SPPT/SKPD/STP. 

12. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Pendataan 

PBB-P2 dan BPHTB untuk menyajikan informasi pembatalan 

SPPT/SKPD/STP. 

13. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB mencetak konsep Surat Keputusan Pembatalan 

SPPT/SKPD/STP. 

14.Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB mencetak konsep Surat Keputusan Pembatalan 

SPPT/SKPD/STP, kemudian menyampaikan konsep surat 

keputusan tersebut kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 
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15. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan 

Pembatalan SPPT /SKPD /STP dan menyampaikan konsep 

Surat Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STP kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

16. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyediakan 

kepada Kepala BPPKAD untuk menandatangani konsep Surat 

Keputusan Pembatalan SPPT/SKPD/STP dan menyampaikan 

kepada UPTB Pelayanan. 

17. UPTB Pelayanan menyampaikan Surat Keputusan Pembatalan 

SPPT / SKPD / STP kepada W ajib Pajak dan menatausahakan. 

18. Proses selesai. 



130 

XXXIV. BAGAN ALIR TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STP 
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LAMPIRAN XX.XV 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA 

PENYELESAIAN PERMOHON'All KELEBIHAN PEMBAYARAN' PBB-P2 

A. Deskripsi : 

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan 

Wajib Pajak atas pengembalian pembayaran PBB-P2. 

B. Dasar Hukum: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. UPTB Pelayanan. 

6. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

8. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB. 

9. Kecamatan. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

3. Surat Jawaban dan Data Tunggakan Pajak. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Bukti Penerimaari Surat (BPS). 

2. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP). 

3. Nota Penghitungan PBB·P2 (Nothit PBB ... P2} .. 
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4. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKKP PBB-P2). 

5. Surat Pemberitahuan (SPb). 

6. Surat Ketetapan Pajak PBB-P2 (SKPD PBB-P2). 

7. Surat Permintaan Konfirmasi Data Tunggakan Pajak. 

8. Nota Penghitungan SPMKP PBB-P2 (Nothit SPMKP PBB-P2). 

9. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPMKP PBB-P2). 

F. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran PBB-P2 ke Kepala BPPKAD diantar sendiri atau 

melalui UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima permohonan atas pengembalian 

kelebihan pembayaran PBB-P2 kemudian meneliti kelengkapan 

persyaratannya. Apabila berkas permohonan atas 

pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sudah lengkap, 

Pelaksana UPTB Pelayanan mencetak BPS dan LPAD. BPS 

diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan 

dengan berkas permohonan atas pengembalian kelebihan 

pembayaran PBB-P2, dan kemudian diteruskan ke Seksi 

Pemungutan untuk dilaksanakan proses pemeriksaan yang 

menghasilkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota 

Perhitungan PBB-P2. 

3. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menerima Laporan Pemeriksaan Pajak dan Nota 

Penghitungan PBB-P2, kemudian menugaskan Pelaksana Sub 

Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB 

untuk mencetak produk hukum berupa: 

a. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SKKP PBB-P2), 

apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar temyata lebih besar 

dari yang seharusnya terutang. 

b. Surat Pemberitahuan (SPb), apabila jumlah PBB-P2 yang 

dibayar sama dengan jumlahPBB-P2 yang seharusnya 

terutang. 
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c. Surat Ketetapan Pajak (SKPD), apabila jumlah PBB-P2 yang 

dibayar temyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang 

seharusnya terutang. 

4. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB mencetak konsep produk hukum dan 

menyampaikannya kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf produk hukum, kemudian 

menyampaikannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

dan BPHTB. 

6. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf produk hukum untuk dimintakan tandatangan 

kepada Kepala BPPKAD. 

7. Produk hukum ditatau&ahakan di Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dan disampaikan kepada 

pihak-pihak terkait melalui UPTB Pelayanan. 

8. Apabila masih terdapat kelebihan pembayaran pajak yang 

masih tersisa, proses dilanjutkan dengan membuat uraian 

penelitian serta melengkapi data, mencetak, dan memaraf Nota 

Perhitungan SPMKP PBB-P2, oleh Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB kemudian 

menyampaikannya kepada Kepala Sub Bidang Penagihan PBB

P2 dan BPHTB . 

9. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti 

dan menandatangani uraian penelitian serta memaraf Nata 

Perhitungan SPMKP PBB-P2, kemudian menyerahkan konsep 

tersebut kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

10. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani uraian penelitian serta memaraf Nota 

Perhitungan SPMKP PBB-P2 

11. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

uraian penelitian dan Nota Perhitungan SPMKP PBB-P2, 

kemudian menugaskan Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB

P2 dan BPHTB untuk mencetak konsep SPMKP PBB.P2. 
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SPMKP PBB-P2 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan 

peruntukan sebagai berikut: 

a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bank 

b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan. 

c. Lembar ke.,.4 untuk BPPKAD 

12. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB 

mencetak konsep SPMKP PBB-P2 dan meneruskannya kepada 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

13. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf konsep SPMKP PBB-P2, 

kemudian meneruskannya kepada Kepala Bidang Pendapatan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

14. Kepala Bidang Pendapatan meneliti, memaraf dan menyediakan 

kepada Kepala BPPKAD untuk menandatangani SPMKP 

PBB-P2. 

15. SPMKP PBB-P2 ditatausahakan di Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB dan disampaikan kepada 

pihak-pihak terkait melalui UPTB Pelayanan. 

16. Proses selesai. 
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XXXV. BAGAN ALIR TATA CARA PENVELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAVARAN PB8-P2 
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LAMPIRAN XXXVI 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESMN DAN 
PERKOTMN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PEMBUATAN 

LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN 

DAN PENGURANGAN PBB-P2 

A. Deskripsi : 

Prosedur ini menguraikan tata cara pembuatan Laporan 

Triwulanan Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan dan 

Pengurangan PBB-P2 pada BPPKAD. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang .. Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. UPTB Pelayanan. 

4. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Buku Register (hard copy/ soft copy) Penyelesaian Permohonan 

Keberatan dan Pengurangan PBB-P2. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Laporan Triwulanan Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan dan 

Pengurangan PBB-P2. 

F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala BPPKAD menugaskan UPTB Pelayanan untuk membuat 

Laporan Triwulan Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan dan 

Pengurangan PBB-P2 berkoordinasi dengan Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 
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2. UPTB Pelayanan memproses Laporan Triwulanan Pelaksanaan 

Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan PBB-P2. 

3. Kepala UPTB Pelayanan menugaskan kepada Pelaksana UPTB 

Pelayanan menghimpun dan merekap data yang diperoleh dari 

Buku Register ( hard copy/ soft copy) Penyelesaian Permohonan 

Keberatan dan Pengurangan PBB-P2 secara periodik per bulan 

dan per triwulan sebagai bahan pembuatan Laporan 

Triwulanan Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan dan 

Pengurangan PBB-P2. 

4. Konsep Laporan Triwulanan Pelaksanaan Penyelesaian 

Keberatan dan Pengurangan PBB-P2 disampaikan kepada 

Kepala UPTB Pelayanan untuk diteliti dan dikoordinasikan 

dengan Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB dan 

Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB dan Kepala 

Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Laporan Triwulanan Pelaksanaan 

Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan PBB-P2 dan 
menyampaikan kepada UPTB Pelayanan. 

6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB dan Kepala 

Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menelaah dan 

memaraf konsep Laporan Triwulanan Pelaksanaan 

Penyelesaian Keberatan dan Pengurangan PBB-P2 dan BPHTB 

serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

danBPHTB. 

7. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

memaraf Laporan Triwulanan Pelaksanaan Penyelesaian 

Keberatan dan Pengurangan PBB-P2. 

8. UPTB Pelayanan menandatangani, menatausahakan dan 

mengirim Laporan Triwulanan Pelaksanaan Penyelesaian 

Keberatan dan Pengurangan kepada Kepala BPPKAD. 

9. Proses selesai. 
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XXXVI. BAGAN AllR TATA CARA PEMBUATAN 1.APORAN TRIWUI.AN PEI.AKSANAAN PENVELESAIAN 
KEBERATAN DAN PENGURANGAN PBB-P2 
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LAMPIRAN XXXVII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESMN DAN 
PERKOTMN KAB TUBAN 

STANDAR.D OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKPD/ STP 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan untuk melakukan pembetulan atas SPPT / 

SKPD / STP dari Wajib Pajak. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Petugas Penilai. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 
7. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan 

danBPHTB. 

8. UPTB Pelayanan. 

9. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

10. Kecamatan. 

11. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Surat Keputusan Pembetulan SPPT/SKPD/STP. 

2. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 

PBB-P2 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan 

SPPT/SKPD/STP kepada Kepala BPPKAD diantar sendiri atau 

melalui Kecamatan diteruskan kepada UPTB Pelayanan. 

2. Apabila berkas pendaftaran sudah lengkap, Pelaksana UPTB 

Pelayanan akan mencetak BPS dan LPAD. BPS akan 

diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD akan 

digabungkan dengan berkas permohonan, kemudian 

meneruskan permohonan kepada Kepala Sub Bidang 

Pendataan PBB-P2 dan BPHTB dan Kepala Sub Bidang 

Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memberi 

disposisi kepada Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 
BPHTB untuk melakukan pengecekan. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

melakukan pengecekan atas kesalahan tulis dan/ atau 

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

peraturan dan membuat konsep Surat Pembetulan 

SPPT/SKPD/STP, kemudian menyampaikan kepada Kepala 

Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB . 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti 

dan memaraf konsep Surat Pembetulan SPPT/SKPD/STP, 

kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan 

PBB-P2 dan BPHTB. 

6. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB untuk membuat Konsep Berita Acara Penelitian 

Kantor /Sederhana dan Konsep Surat Keputusan Pembetulan 

SPPT/SKPD/STP dan menyampaikan kepada Kepala Sub 

Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf Konsep Berita Acara Penelitian 

Kantor/Sederhana dan Konsep Surat Keputusan Pembetulan 

SPPT/SKPD/STP selanjutnya menyerahkan kepada Kepala 

Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

8. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memberikan 

disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB dan Petugas Penilai serta berkoordinasi dengan Kepala 

Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB 

untuk melakukan perubahan/perbaikan dalam rangka 

pembetulan SPPT/SKPD/STP. 
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9. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menugaskan Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk melakukan 

perubahan/perbaikan dalam rangka pembetulan 

SPPT/SKPD/STP. 

10.Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB melakukan perekaman perubahan/perbaikan 

.sesuai pelaksanaan penugasan, menatausahakannya sesuai 

tanggal dan membuat laporan hasil perubahan/perbaikan 

data, kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

11.Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menyampaikan laporan hasil perubahan/ perbaikan 

data dalam rangka pembetulan SPPT / SKPD / STP kepada 

Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

12.Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti, 

memaraf dan menyediakan kepada Kepala BPPKAD untuk 

menandatangani Surat Keputusan Pembetulan SPPT/SKPD/ 

STP selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Sub Bidang 

Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

ditatausahakan dan disampaikan kepada wajib pajak melalui 

UPTB Pelayanan. 

13.Proses selesai. 
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XXXVII. BAGAN AUR TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKPD/STP 

Wajib Pajak 

Mulai 

UPTB 

Pelayanan 

Menerima dan 
mengoraksi 

kelengkapan, 
menerbitkan 
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meneruskan 
permohonan 

Monatauaallm, 
ndan 
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disposisi 
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be!sama 
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penilaidan 
KepalaSel<si 
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Pelaksana Sub 

Bidang 
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pengecekan 

danmembuat 
konsep Surat 
Pembetulan 
SPPT/SKPO/ 

STP 

KonHpSurat 
Pembetulan 
SPPT/SKPDI 

STP 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

Memberi 
dlspooiel 

Menelitidan 
memaraf 

I 

Kepala Sub 

Bidang 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Member! 
disp05isi 

Menelltidan 
memaraf 

Memberi 
disposisi 

Menelitidan 
menyampaika 

n 

Pelaksana Sub 

Bidang 

Perencanaan 

dan Penetapan 

Membuat 
konsepBA 
penelitian 

kantor/sederhan 
adan konsep 

SK pembetulan 
SPPT/SKPO/ 

STP 

KonsepBA 
penelltia 

kantorlsederha 
na dan konsep 
SK pembetutan 
SPPT/SKPDI 

STP 

Melakukan 
perubahan/ 

perbaikan dan 
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JiP9JJ,l'.1 .'1~,JJ 
perubahan/ 

perb;;iikan data 

Laporan hasil 
perubahan/ 

perbaikan data 

Kepala BPPKAD 

Menelltldan 
menandatangan 

i 
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LAMPIRAN XXXVIII 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

ATAS PEMBETULAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN PBB-P2. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan pembetulan Surat Keputusan Keberatan dari Wajib 

Pajak atau secara jabatan oleh BPPKAD. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. UPTB Pelayanan. 

5. Kecamatan. 

6. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 

2. Informasi Kesalahan Surat Keputusan Keberatan. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Uraian Penelitian (Berita Acara Pemeriksaan Sederhana). 

2. Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 
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F. Prosedur Kerja: 

1. Berdasarkan Surat Permohonan Pembetulan dari Wajib Pajak 

yang disampaikan sendiri atau melalui Kecamatan atau melalui 

UPTB Pelayanan, berdasarkan informasi yang diterima terkait 

kesalahan Surat Keputusan Keberatan yang telah didisposisi oleh 

Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB, kemudian 

Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menugaskan 

Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

menindaklanjuti. 

2. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

penugasan untuk meneliti berkas dan membuat konsep Uraian 

Penelitian (Berita Acara Pemeriksaan Sederhana) dan konsep 

Surat Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan 

serta meneruskannya kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

danBPHTB. 

3. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

menandatangani Uraian Penelitian, memaraf konsep Surat 

Keputusan Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan dan 

meneruskan kepada Kepala BPPKAD. 

4. Kepala BPPKAD menyetujui dan 

Penelitian dan Surat Keputusan 

Keputusan Keberatan PBB~P2. 

menandatangani Uraian 

Pembetulan atas Surat 

5. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pembetulan 

atas Surat Keputusan Keberatan kepada Wajib Pajak melalui 

UPTB Pelayanan. 

6. Proses selesai. 
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xxxvm. BAGAN ALIR TATA CARA PENYELESAIAN ATAS PEMBETULAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN p99 .. p2 
Wajib Pajak 

Kecamatan 

Mufai 

SKpembetulanat:as SK 
keberatan 

5elesei 

UPTB Pelayanan 

Menyampaikan 
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SK keberatan 

Konsep uralan penetttan dan 
konsep SK pembetulan atas 

SK keberatan 
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f 

Kepala Bidang 

Pendapatan 

lnformasi yang terkait 
kesalahan SK keberatan 

Memberi disposisi 

Meneliti dan memaraf 

Kepala BPPKAD 

Menyetujui den 
menandatangani 

Uraian penelitan dan SK 
pembetulan atas SK 

keberatan 
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LAMPIRAN XXXIX 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERAffNG PROCEDURE TATA CARA PENATAUSAHAAN 

PENERIMAAN PBB-P2 NON ELEKTRONIK. 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penatausahaan 

penerimaan PBB-P2 Non Elektronik. Proses pengadministrasian 

penerimaan PBH-P2 non elektronik meliputi penerimaan, 

penyortiran, perekaman, dan pengarsipan SSPD yang diterima dari 

bank tempat pembayaran. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

2. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Bank Tempat Pembayaran. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Tidak Ada. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

Surat Pengantar Pengiriman Dokumen SSPD 

F. Prosedur Kerja: 

1. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menerima 

SSPD dari Bank tempat Pembayaran kemudian menugaskan 

Pelaksana Seksi Pemungutan untuk menyortir dan merekam ke 

dalam sistem informasi. 
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2. Pelaksana Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB menyortir 

SSPD dan merekam dalam sistem informasi per tanggal 

pembayaran dan menyiapkan konsep laporan penerimaan PBB

P2 non elektronik dan dokumen SSPD kepada Kepala Sub 

Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB, meneliti dan 

memaraf dan mengembalikan kepada pelaksana. 

4. Pelaksana menerima berkas dan menatausahakan. 

5. Proses selesai. 
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XXXIX. BAGAN ALIR TATA CARA PENATAUSAHAAN PENERIMAAN P88-P2 NON ELEKTRONIK 

Bank Tempat Pembayaran Kepala Sub Bidang Penagihan 

Mulai 

SSPO Memberidisposisi 

Meneliti dan memaraf 

Pelaksana Sub Bidang 

Penagihan 

Menyortlr dan merekam SSPD serta 
membuatkonsep laporan 

penerimaan PBB-P2 non elektronik 
dan dokumen SSPD 

l<DMe!>lef!eN1Rf18..,,;"'88flPl!iW2 
non elektronikdan dokumen SSPD 

Menatausahakan 
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LAMPIRAN XL 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERATING PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

PERMOHONAN KOMPENSASI (PEMINDAHBUKUAN) PBB .. P2. 

A. Deskrlpsi: 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian 

permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB-P2 yang diajukan 

oleh Wajib Pajak. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Perda Kabupaten Toban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

C. Pihak yang Terkait : 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Penagihan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. UPTB Pelayanan. 

5. Pelaksana UPTB Pelayanan. 

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

7. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

8. Kecamatan. 

D. Formulir yang Digunakan : 

1. Surat Permohonan Wajib Pajak. 

2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Surat Permintaan Kelengkapan. 

2. Nota Penghitungan (Nothit). 

3. Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB-P2/BPHTB. 
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4. Bukti Penerimaan Surat (BPS). 

F. Prosedur Kerja : 

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan kompensasi 

(pemindahbukuan) PBB-P2 ke BPPKAD melalui UPTB Pelayanan. 

2. UPTB Pelayanan menerima Formulir Pendaftaran dan Perubahan 

Data Wajib Pajak kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. 

Apabila berkas pendaftaran sudah lengkap, Pelaksana UPTB 

Pelayanan mencetak BPS dan LPAD. BPS diserahkan kepada Wajib 

Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan 

kemudian diteruskan kepada Pelaksana UPTB Pelayanan dan 

merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan meneruskan kepada 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menugaskan Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB bersama Kecamatan untuk 

melakukan penelitian dan membuat Nothit. 

4. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB bersama Kecamatan meneliti permohonan kompensasi 

PBB-P2 serta membuat dan menandatangani laporan penelitian 

dan memaraf Nothit (Hasil Penghitungan), kemudian 

menyampaikan Nothit (Hasil Penghitungan) kepada Kepala Sub 

Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan menandatangani uraian penelitian, memaraf 

Nothit (Hasil Penghitungan), kemudian menyampaikan Uraian 

Penelitian dan Nothit kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 

danBPHTB. 

6. Kepala Bidang Pendapatan PB:S.. P2 dan BPHTB menyetujui dan 

memaraf Uraian Penelitian, memaraf Nothit (Hasil Penghitungan), 

kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

7. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB berkoordinasi dengan Kepala Sub Bidang Penagihan PBB

P2 dan BPHTB untuk merekam Nothit (Hasil Penghitungan). 
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8. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB merekam Nothit (Hasil Penghitungan) dan meneruskan 

Nothit (Hasil Penghitungan) kepada Kepala Sub Bidang 

Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

9. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB menugaskan Pelaksana untuk mencetak konsep Surat 

Keputusan Kompensasi Hutang PBB-P2. 

10. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB mencetak konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang 

PBB-P2, kemudian menyampaikan kepada Kepala Sub Bidang 

Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB. 

11. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB meneliti dan memaraf konsep Surat Keputusan 

Kompensasi Hutang PBB-P2, kemudian menyampaikan kepada 

Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

12. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

memaraf konsep Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB-P2 

tersebut selanjutnya dimintakan tandatangan kepada Kepala 

BPPKAD. 

13. Surat Keputusan Kompensasi Hutang PBB-P2/BPHTB 

ditatausahakan di Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB

P2 dan BPHTB dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui UPTB 

Pelayanan. 

14. Proses selesai. 



152 

XL BAGAN ALIR TATA CARA PENVELESAIAN PERMOHONAN KOMPENSASI (PEMINDAHBUKUAN) PBB-P2 
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LAMPIRAN XLI 
PERATURAN BUPATI TUBAN 
NOMOR 15 TAHUN 2017 
TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN 
BANG UN AN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN KAB TUBAN 

STANDARD OPERA77NG PROCEDURE TATA CARA PENYELESAIAN 

CETAK MASSAL SPPT DAN DHKP PBB-P2 

A. Deskripsi : 

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian cetak 

massal SPPT dan DHKP PBB-P2 sampai dengan pengiriman SPPT 

dan DHKP PBB-P2. 

B. Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan . 

C. Pihak yang Terkait: 

1. Kepala BPPKAD. 

2. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

4. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB. 

5. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

6. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

7. UPTB Pelayanan. 

8. Kecamatan. 

9. Bank yang ditunjuk sebagai Kas Daerah. 

10. Wajib Pajak. 

D. Formulir yang Digunakan : 

Tidak Ada. 

E. Dokumen yang Dihasilkan : 

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). 

2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP). 
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F. Prosedur Kerja : 

1. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memberi disposisi 

kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

mempersiapkan persiapan dan pelaksanaan proses cetak massal 

SPPT dan DHKP PBB. 

2. Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memberi disposisi 

Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB untuk 

mempersiapkan proses cetak massal. 

3. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

mempersiapkan basisdata SISMIOP sesuai dengan Petunjuk 

Teknis Cetak Massa! (sampai dengan proses Penetapan Massa!). 

Setelah seluruh proses persiapan cetak massal selesai dilakukan, 

Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

melaporkan kepada Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan 

BPHTB. 

4. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB memberi 

disposisi Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

untuk membuat konsep nota dinas pelaksanaan pencetakan 

massal. 

5. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB membuat 

konsep nota dinas pelaksanaan pencetakan massal. 

6. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan 

menandatangani konsep nota dinas pelaksanaan pencetakan 

massal. 

7. Pelaksana Sub Bidang Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 

menyampaikan nota dinas pelaksanaan pencetakan massal 

kepada Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB. 

8. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB memberi disposisi 

kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 

dan BPHTB untuk melaksanakan pencetakan massal SPPT dan 

DHKP PBB-P2. 

9. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB memberi disposisi Pelaksana Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk melaksanakan 

pencetakan massal SPPT dan DHKP PBB-P2. 
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10. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB melakukan pencetakan massal SPPT dan DHKP PBB-P2. 

Kemudian menyortir SPPT dan DHKP per desa/kelurahan. 

11. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB memberikan cap tanda tangan Kepala BPPKAD dan 

stempel BPPKAD pada SPPT. 

12. Apabila ada SPPT yang memerlukan tanda tangan basah oleh 

Kepala BPPKAD, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan 

PBB-P2 dan BPHTB meneliti dan memaraf SPPT tersebut dan 

disediakan kepada Kepala BPPKAD melalui Kepala Bidang 

Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB untuk diteliti dan diparaf. 

13. Kepala BPPKAD meneliti dan menandatangani SPPT kemudian 

diserahkan kembali kepada Sub Bidang Perencanaan dan 

Penetapan PBB-P2 dan BPHTB untuk diberi stempel Badan. 

14. Pelaksana Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan 

BPHTB membuat konsep Surat Pengantar dan Berita Acara Sub 

Bidang Perencanaan dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB meneliti 

dan memaraf konsep Surat Pengantar dan Berita Acara 

penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2. 

15. Kepala Bidang Pendapatan PBB-P2 dan BPHTB menyetujui dan 

menandatangani Surat Pengantar dan Berita Acara penyampaian 

SPPT dan DHKP PBB-P2. 

16. SPPT dan DHKP disampaikan kepada Sub Bidang Perencanaan 

dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB yang selanjutnya 

dikoordinasikan dengan UPTB Pelayanan dan Kecamatan sesuai 

wilayah kerjanya untuk disampaikan kepada Wajib Pajak. 

17. Proses selesai. 
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Xll. BAGAN ALIR TATA CARA PENYELESAIAN CETAK MASSAL SPPT DAN DHKP P8e.P2 
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